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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

PADA PBPH PT KARYA WIJAYA SUKSES  

UNTUK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE – 3 (KETIGA)  

 

 

 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT Trustindo Prima Karya 
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa 

No. 80 Samarinda.75121 
c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Website : www.trustindo.net  
e. Nomor Akreditasi KAN 

sebagai LPVI 
: 
 

LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 27 September 2025  s.d 26 September 2030 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH : 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri 
Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 2025 
 

g. Tim Audit : 1. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor Ekologi) / Lead Auditor 
Under Supervisi 

2. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Lead Auditor Supervisor 
3. Ir. Kuntiyadi (Auditor Produksi) 
4. Sasmita Munandari, S.Hut (Auditor Prasyarat) 
5. Ir. Harijadi (Auditor VLHH Kayu) 

h. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU  
 

 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT Karya Wijaya Sukses  
b. Alamat Kantor : Jl. Tiang Bendera V No. 38 B-C Jakarta Barat 11230  
c. Email  : - 
d. Nomor SK PBPH : SK. 336/MENLHK/SETJEN/HPL.0/6/2021 tanggal 21 Juni 2021 
e. Luas dan Lokasi Areal 

PBPH 
: 17.885 Hektar  di Kab. Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur 

f. Nomor S-PHL : 050.SPHL.017 
 Masa Berlaku : 9 November 2021 – 8 November 2027 
g. 
 
h. 

MR auditi untuk 
kegiatan audit 
SK. Penunjukan 

: 
 
: 

Kasenan 
Kepala Bidang Produksi  
018/SP-DIR/KWS/V/2026 tanggal 4 Mei 2026 
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 

 

No. Tahapan Kegiatan Audit Waktu 

Pelaksanaan 

Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan koordinasi 

dengan : Direktorat PUPH 

sebelum penilaian lapangan 

11 Mei 2026 ▪ Dilakukan secara online menggunakan 

aplikasi Zoom Meeting. 

▪ Terdapat informasi tentang auditi untuk 

dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan koordinasi 

dengan : instansi 

kehutanan di daerah 

sebelum penilaian lapangan 

12 Mei 2026  ▪ Dilakukan secara off line di kantor instansi 

BPHL Wil. XIII Samarinda di Samarinda 

▪ Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form F1-

02.5a Rev.1 

12 Mei 2026 ▪ Dilakukan secara off line di kantor instansi 

Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda 

▪ Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form F1-

02.5a Rev.1 

3. Rapat konsultasi publik - ▪ Tidak dilakukan konsultasi publik karena 

audit penilikan ke-3 

4. Pelaksanaan penilaian 

lapangan  

13 – 18 Mei 

2026 

▪ Dilaksanakan di kantor lapangan dan areal 

PBPH auditi. 

▪ Kegiatan dimulai dengan melaksanakan 

pertemuan pembukaan, untuk 

menyampaikan rencana teknis pelaksanaan 

audit dan tata tertibnya, dan diakhiri dengan 

pertemuan penutupan, untuk 

menyampaikan hasil audit dan 

kesimpulannya. 

▪ Pelaksanaan pertemuan pembukaan 

dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7 

Rev.1 dan untuk pertemuan penutupan form 

F1-02.9 Rev.1 

▪ Pelaksanaan audit meliputi : 

a) Penilaian kinerja PHL menggunakan 

Standar Penilaian Kinerja PHL sesuai 

Lampiran 1.1 SK.9895 dan SE Dirjen 

PHL Nomor 2 tahun 2026 oleh auditor 

prasyarat (Sasmita Munandari), 

produksi (Kuntiyadi), ekologi (Bayu 

Satria Pramana) dan sosial (Wasis 

Kuncoro). 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan 

menggunakan Standar VLHH Kayu 

sesuai Lampiran 2.1 SK.9895 oleh 

auditor VLHH Hulu (Harijadi) 

▪ Hasil audit dari masing-masing auditor, 

dicatat menggunakan checklist sesusi form 

F1-02.8 Rev.1 
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No. Tahapan Kegiatan Audit Waktu 

Pelaksanaan 

Ringkasan Hasil Kegiatan  

5. Pertemuan koordinasi 

dengan : instansi 

kehutanan di daerah 

setelah penilaian lapangan 

19 Mei 2026 ▪ Dilakukan secara off line di kantor instansi 

Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda 

untuk melaporkan hasil audit dan tindak 

lanjutnya atas informasi yang disampaikan 

pada koordinasi awal. 

▪ Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form F1-

02.5b Rev.1 

19 Mei 2026 ▪ Dilakukan secara offine di kantor instansi 

BPHL Wil. XIII Samarinda di Samarinda 

untuk melaporkan hasil audit dan tindak 

lanjutnya atas informasi yang disampaikan 

pada koordinasi awal. 

▪ Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form F1-

02.5b Rev.1 

 

4. HASIL AUDIT : 

4.1  HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 

 

1. Indikator 1.1 : Kepastian kawasan pemegang PBPH Hutan Produksi  

a. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat 

realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT, dan 

BATB)  

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Dokumen Legalitas Perusahaan :  

- Akta Pendirian PT Karya Wijaya Sukses berdasarkan Akte Nomor No. 9 oleh Notaris 

dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Samarinda H. Hardjo Gunawan, SH tanggal 7 

Februari 1998 dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No C-16504.HT.01.01.TH.99 

tanggal 16 September 1999. 

- Akta Perubahan Terakhir dengan Akta No. 56 tanggal 14 Desember 2022 oleh Notaris 

Humberg Lie, SH. MKn., dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai Surat No. AHU-

AH.01.09-0088351 tanggal 19 Desember 2022 dengan Daftar Perseroan No. AHU-

0255181.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 19 Desember 2022. Berdasarkan Akta 

tersebut diketahui bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 terjadi penjualan seluruh 

saham milik PT Sumalindi Lestari Jaya Global Tbk kepada PT Gema Alam Lestari. 

- NPWP PT Karya Wijaya Sukses dengan No. 01.409.072.4-722.000, beralamatkan di 

Jl. Cipto Mangunkusumo RT 02 Sengkotek, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga Loa Janan 

Ilir, Kota Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh KPP Pratama 

Samarinda Ulu. 

- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120114233711 diterbitkan di Jakarta 

tanggal 31 Desember 2018 (Perubahan ke – 4 tanggal 31 Maret 2023) melalui OSS. 
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Dokumen Administrasi Tata Batas :  

- Dokumen Rencana Penataan Batas No. 61/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 28 Mei 

2015 dan telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan 

Hutan atas nama Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.  

- Dokumen Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.13/BPKH.IV/PKH/ PLA.2/2/2020 tanggal 

24 Februari 2020 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Balai 

Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda an. Hengky 

Wijaya, S.Hut. M.Si. NIP 19780113 200312 1 006 tanggal 24 Februari 2020. 

- Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pada 
Hutan Alam (PBPH-HA) PT Karya Wijaya Sukses dan  Batas Persekutuan dengan 
PBPH-HA PT Sumalindo Lestari V dan PBPH-HA PT Roda Mas Timber Kalimantan 
di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 30 Oktober 2020; 

- Berita Acara Hasil Rekonstruksi Sebagian Batas Kawasan Hutan Lindung (HL) Batu 
Ayau di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 September 
2020; 

- Berita Acara Hasil Rekonstruksi Sebagian Batas Kawasan Hutan Lindung (HL) Sungai 
Kasso - Batu Ayau di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 15 
Oktober 2020; 

- Peta Hasil Penataan Batas Areal Kerja PT Karya Wijaya Sukses Skala 1:25.000 
sebanyak 5 (lima) lembar. 

- Dokumen Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja PBPH PT Karya Wijaya Sukses 
No. TBT.10/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.4.1/3/2024 sedang dalam proses pengesahan 
oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan surat pengantar 
berupa Nota Dinas dari Kepala BPKHTL Wilayah IV Samarinda No. 
ND.114/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.4.1/9/2024 tanggal 04 September 2024 dan diterima 
sesuai dengan tanda terima surat masuk pada tanggal 09 September 2024. 

- Nota Dinas No. ND/1063/KUH/KUH.I.2/PLA.02.03/B/10/2025 tanggal 07 Oktober 
2025 sesuai dengan Nota Dinas No. ND.114/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.4.1/9/2024 
tanggal 04 September 2024 perihal Perbaikan Laporan Hasil Penataan Batas pada 
Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam PT Karya 
Wijaya Sukses dan Batas Persekutuan dengan PBPH-HA PT Sumalindo Lestari Jaya 
V dan PBPH – HA PT Roda Mas Timber Kalimantan dimana trayek Trayek F-1-2…26-
27-G belum dilaksanakan penataan batas.  

- Surat PT Karya Wijaya Sukses kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan 
dan Lingkungan Wilayah IV No. 007/KWS-JKT/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 perihal 
Tindak Lanjut atas Proses Penetapan Areal Kerja PT Karya Wijaya Sukses dimana 
Sesuai arahan kepala BKPH Wilayah IV, bagian yang berada pada batas provinsi agar 
tidak ditata batas menunggu hasil batas definitive Provinsi Kalimantan Timur dengan 
Provinsi Kalimantan Tengah. Dikarenakan penataan batas PT Karya Wijaya Sukses 
belum temu gelang, maka Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 
tidak dapat mengesahkan Penetapan Areal Kerja PT Karya Wijaya Sukses 

- Surat No. S.299/BKPH.IV/PPKH/PLA.02.01/B/04/2026 tanggal 21 April 2026 yang 

diterbitkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV (Anwar,S.Hut, 

M.Si NIP 19750626 200212 1 050) kepada PT Karya Wijaya Sukses perihal Penataan 

Batas Areal Kerja, dimana :  

- PT Karya Wijaya Sukses telah melaksanakan penataan batas Sebagian Areal Kerja 

sesuai Instruksi Kerja No. INS.13/BKPH.IV/PKH/PLA.2/2/2020 tanggal 24 Februari 

2020. 

- Pengukuran trayek batas di lapangan belum TEMU GELANG, yaitu pada bagian 

trayek batas F-G sepanjang ± 11.248 meter. 

- Dalam penyusunan laporan hasil penataan batas yang telah dilaksanakan masih 

terdapat perbaikan sesuai arahan Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan 

 

Dokumen Legalitas PBPH :  
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- PT Karya Wijaya Sukses diverifikasi memiliki dokumen legalitas berupa SK 
Perpanjangan PBPH sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 22 
Juni 2021 tentang Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan 
Produksi Atas Nama PT Karya Wijaya Sukses seluas ± 17.885 Hektar di Kabupaten 
Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. SK berlaku sejak tanggal 27 Desember 
2021 untuk jangka waktu selama 35 tahun sampai dengan tangggal 26 Desember 
2056. Terdapat lampiran SK berupa ketentuan pelaksanaan PBPH pada Hutan 
Produksi PT Karya Wijaya Sukses dan Peta Lampiran Skala 1 : 50.000. 

- SK tersebut memperpanjang masa berlaku PBPH PT Karya Wijaya Sukses mulai dari 
tanggal 27 Desember 2021 untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun sampai 
dengan tanggal 26 Desember 2056 dan mengubah luas areal PBPH PT Karya Wijaya 
Sukses menjadi seluas ±17.885 Ha. Terdapat lampiran SK berupa ketentuan 
pelaksanaan PBPH pada Hutan Produksi PT Karya Wijaya Sukses dan peta lampiran 
SK skala 1:50.000 untuk areal seluas ±17.885 Ha yang ditandatangani oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan distempel. SK PBPH yang 
diverifikasi merupakan salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Plt. 
Kepala Biro Hukum atas nama Maman Kusnandar dan distempel. 

- Areal PBPH-HA PT Karya Wijaya Sukses berada pada kawasan hutan produksi 
seluas ±17.885 Ha. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan 
Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), Peta Perkembangan Pengukuhan 
Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020 (Lampiran 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
SK.6628/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dan Peta 
Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok DAS Mahakam, Kabupaten Mahakam 
Ulu, Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan Nomor 4788/Menhut-II/2014 tanggal 26 Juni 2014) lokasi Penataan 
Batas Areal Kerja PBPH-HA PT Karya Wijaya Sukses berada pada Kawasan Hutan 
Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap. 

b. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: - Realisasi Tata Batas sesuai RKUPH No. 4146 tahun 2025 tanggal 03 Juni 2025 sebagai 

berikut :  

No. Uraian 
Panjang 

(km) 
% 

Realisasi 

(km) 

Belum Tata 

Batas (km) 

1. Batas Sendiri  40,66 58,07 29,36 11,30 

- Hutan Produksi 

(HP) 

6,08 8,68 6,08  

- Hutan Lindung 

(HL) 

23,28 33,25 23,28  

- Cagar Alam 

(CA) 

11,30 16,14 - 11,30 

2. Batas 

Persekutuan  

29,36 41,93 29,36  

- PT Sumalindo 

Lestari Jaya V 

5,36 7,65 5,36  

- PT Roda Mas 

Timber 

Kalimantan 

24,00 34,28 24,00  

Jumlah 70,02 100,00 58,72 11,30 

 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 6 dari 53 
 

- Hasil pengukuran penataan batas trayek batas areal kerja PBPH – HA PT Wijaya Sukses 

sesuai Laporan Hasil Penataan Batas No. TBT.10/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.4.1/3/2024 

tanggal 15 Maret 2024, trayek F – G *) sepanjang 11.248,47 meter tidak dilakukan 

pengukuran, menunggu hasil batas definitif provinsi. 

- Realisasi penataan batas PT Karya Wijaya Sukses sebesar 58.661,46 meter (83,33 %, 

Trayek F – G sepanjang 11.248,47 meter tidak dapat dilaksanakan karena menunggu hasil 

kepastian batas administrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan 

Tengah) dari rencana sesuai Instruksi Kerja sebesar 70.397,47 meter (belum TEMU 

GELANG)  

- Kegiatan pemeliharaan batas hanya dilaksanakan di tahun 2026 oleh PT Karya Wijaya 

Sukses dilengkapi dengan Berita Acara Pemeliharaan Batas Areal Konsesi No. 

02/BA/KWS/CAN/IV/2026 tanggal 28 April 2026 yang dilaksanakan sepanjang 2.000 meter 

sedangkan di tahun 2024 dan 2025 tidak dilaksanakan pemeliharaan batas.  

Verifier 1.1.3. : Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dalam areal PBPH/Hak 

Pengelolaan. 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Fragmentasi areal terbangun tanpa izin di areal PBPH PT Karya Wijaya Sukses sebesar, 

dengan rincian sebagai berikut :  

 

No. Fragmentasi Data BPHL 

(ha) 

Luas (ha)  Legalitas 

1. APL (Area Penggunaan 

Lain) 

42,17 42,17 √ 

2. Hutan Desa  14,07 Tidak Ada  - 

Jumlah terbangun tanpa izin - 0,00  

Jumlah terbangun dengan izin - 41  

 

Hasil wawancara dengan karyawan perencanaan PT Karya Wijaya Sukses, tidak terdapat hutan 

desa seperti yang disampaikan oleh BPHL dalam areal terfragmentasi sehingga fragmentasi 

hanya berupa APL (jalan umum/ex. Jalan produksi KWS yang membentang dari KM 24 sampai 

KM 34). Fragmentasi areal terbangun tanpa izin di areal PBPH PT Karya Wijaya Sukses sebesar 

0,00 %. (BAIK) 

d. Verifier 1.1.4 : Penguasaan Areal Kerja oleh PBPH HP 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

 

: Di dalam areal kerja PT Karya Wijaya Sukses terdapat penggunaan lahan:  

No. Penggunaan lahan di areal konsesi Luas (ha) 

1. APL (Area Penggunaan Lain) 42,17 

Total 42,17 

 

Jika luas tersebut dibandingkan dengan total luas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 

(PBPH) yang mencapai ± 17.885 hektar, maka rasio penguasaan areal kerja tercatat sebesar 

99,9 %. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: 
(19 / 21) x 100 % = 90,48 % (BAIK)   
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2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi  

a. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai 

dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses memiliki visi misi perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan 
dari Direktur Perusahaan atas nama Setyo Puji Pranoto sesuai Surat Keputusan tanggal 02 
Januari 2018 dengan perubahan No. SK.005/DIRUT-KWS/VMT/I/2026 tanggal 06 Januari 2026 
:  

Visi Perusahaan :  

Menjadi perusahaan terbaik di Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan hutan alam 

dengan menerapkan kaidah – kaidah pengelolaan hutan lestari berkelanjutan sehingga mampu 

menyediakan hasil hutan alam yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial. 

Misi Perusahaan :  

1. Mengembangkan produk hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan yang 
bernilai tinggi. 

2. Memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. 

3. Mengimplementasikan kaidah – kaidah pengelolaan hutan lestari secara konsisten dan 
bertanggung jawab. 

4. Selalu berusaha meningkatkan kinerja pengelolaan hutan untuk mencapai tingkat 
pengelolaan hutan yang tinggi berdasarkan aspek produksi, ekologi, dan sosial. 

5. Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam secara terencana untuk melestarikan 
keanekaragaman hayati. 

Visi misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, yang dbuktikan dengan BA 
sosialisasi dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi kegiatan :  

Tujuan Sosialisasi 
Tahun 

2024 2025 2026 

Karyawan  X √ √ 

Mitra Kerjasama/ Kontraktor  X X  Tidak ada kontraktor 

Desa Long Tuyoq X  X  √ 

Desa Batu Kelog  Logpond 

Keterangan :  

X – tidak dilaksanakan  

√ - telah dilaksanakan  

Kegiatan sosialiasi visi misi hanya disosialisasikan di tahun 2026 yakni kepada karyawan dan 
desa binaan (Kampung Long Tuyoq) dan Kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan di tahun 2024 
dan tahun 2025. 

b. Verifier 1.2.2 : Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan  

Bobot : 2 

NILAI : BURUK  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Implementasi visi misi dan tujuan perusahaan PT Karya Wijaya Sukses sebagai berikut :  

 

No Misi Ketercapaian Nilai  
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1 Mengembangkan produk 
hasil hutan kayu dan non 
kayu serta jasa lingkungan 
yang bernilai tinggi. 

• Tidak terdapat kegiatan penanaman 

di tahun 2024, 2025, dan 2026 

• Tidak terdapat kegiatan penebangan 

atau produksi di tahun 2024 dan 

tahun 2025 

• Jasa lingkungan berupa 

penyimpanan karbon masih terbatas 

kepada RKUPH belum terdapat 

realisasi  

• HHBK yang tercantum dalam 

RKUPH berupa pembibitan kakao 

sebanyak ± 4.000 bibit yang hidup 

ke Kampung Long Tuyoq (Kelompok 

Tani)  

10 % 

2 Memberikan kontribusi 
sosial dan ekonomi yang 
positif bagi masyarakat 
sekitar. 

• Pelaksanaan penyerahan bibit 

kakao ± 4.000 bibit yang hidup 

kepada kelompok tani di Desa Long 

Tuyoq. 

• Pelaksanaan penyerahan bibit 

kakao belum dijelaskan obyek 

luasannya dan hanya diberikan 

kepada 1 kelompok tani dari 3 

kelompok tani.  

10 % 

3 Mengimplementasikan 
kaidah – kaidah 
pengelolaan hutan lestari 
secara konsisten dan 
bertanggung jawab. 

• Tersedia dokumen RKUPH  

• Ketersediaan dokumen RKTPH 

hanya di tahun 2026 

• Ketersediaan dokumen legalitas 

perusahaan telah lengkap  

• Ketersediaan dokumen administrasi 

tata batas lengkap sesuai dengan 

realisasi penataan batas   

• Ketersediaan dokumen legalitas 

PBPH lengkap dan masih berlaku. 

14 % 

4 Selalu berusaha 
meningkatkan kinerja 
pengelolaan hutan untuk 
mencapai tingkat 
pengelolaan hutan yang 
tinggi berdasarkan aspek 
produksi, ekologi, dan 
sosial. 

• Ketersediaan GANIS PH lengkap 

sesuai dengan kebutuhan dan 

dilengkapi dengan dokumen 

legalitas lengkap dan masih berlaku 

sebesar 62,50 % dimana belum 

tersedia GANIS PH KURPET dan 

penambahan GANIS PH PKB  

• Terlaksananya peningkatan 

kompetensi SDM sebesar 96,43 %, 

namun kegiatan peningkatan 

kompetensi SDM belum 

dilaksanakan secara menyeluruh 

pada setiap simpul PHL  

• Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan (BPJS hanya 3 

orang), pelaporan ke instansi terkait 

tidak dilaksanakan.  

14 % 
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• Peraturan Perusahaan dalam 

proses pengesahan  ke instansi 

terkait 

• Tersedia kesepakatan kerja 

bersama kemitraan konsesi antara 

PT Karya Wijaya Sukses dengan 

Kelompok Tani Tuyoq Lestari, 

namun belum sesuai dengan 

RKUPH dan peraturan No. 258 dan 

kemitraan diserahkan kepada 1 

kelompok tani dari 3 kelompok tani 

yang ada.  

• Tidak tersedianya laporan SPI 

selama periode audit  

5 Meningkatkan upaya 
konservasi sumberdaya 
alam secara terencana 
untuk melestarikan 
keanekaragaman hayati. 

• Penataan batas kawasan lindung 

masih dibawah 50 %.  

• Ketersediaan plang – plang 

himbauan telah tersedia dan 

terpasang di areal konsesi namun 

masih minim 

• Kegiatan Fisik Kimia belum 

dilaksanakan secara menyeluruh  

• Sarana dan prasarana 

DALKARHUTLA masih minim dan 

kurang 

• Ketersediaan TPS Limbah B3 tidak 

tersedia, hanya plang saja  

• Pengelolaan, identifikasi flora dan 

fauna belum sesuai dengan SOP. 

• Kegiatan pengelolaan dan 

identifikasi flora dan fauna masih 

kurang karena belum dilaksanakan 

secara menyeluruh 

10 % 

 

Implementasi visi misi perusahaan PT Karya Wijaya Sukses sebesar 58 % (BURUK), dimana 

perusahaan belum melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan hutan secara lestari. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: 
(4 / 9) x 100 % = 44,44 % (BURUK) 

 

 

3. Indikator 1.3 : Organisasi Pengelolaan Hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang 

kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk 

mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 1.3.1 : Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan 

hutan yang lestari  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: 1. PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki struktur organisasi yang telah mendapatkan 

pengesahan dari Direktur Perusahaan Direktur Perusahaan No. 013/DIR-

KWS/JOBDIS/JKT/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang telah dilengkapi dengan Job 

Descriptions. 
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2. Struktur organisasi PT Karya Wijaya Sukses masih ditemukan personil yang rangkap 

pajabatan dan ditemukan ketidaksesuaian Job Descriptions dengan Struktur Organisasi 

(Tidak terdapat Jabatan Manager Lingkungan dan Pembinaan Hutan dalam Struktur 

Organisasi), Kepala Urusan tidak dilengkapi dengan Job Descripstions. 

b. Verifier 1.3.2 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah 

kehutanan, dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan 

sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a. Daftar Karyawan Kehutanan  

PT Karya Wijaya Sukses memiliki karyawan kehutanan sebanyak lima (5)orang yang terdiri 

dari Sarjana Kehutanan Sebanyak empat (4) orang dan satu (1) orang SKMA.   

b. GANIS PH  

GANIS PH yang tersedia di PT Karya Wijaya Sukses sesuai dokumen RKUPH  meliputi 

bidang :  

GANIS PH Rencana 

(Orang)  

Realisasi (Orang  Presentase (%) 

GANIS PH 

Perencanaan Hutan  

1 1 

62,50 %  

GANIS PH Pembukaan 

Wilayah Hutan 

1 0 

GANIS PH Timber 

Cruising 

1 0 

GANIS PH Pengukuran 

dan Perpetaan  

1 0 

GANIS PH Pembinaan Hutan  

GANIS PH Kelola 

Sosial  

1 1 

GANIS PH Kelola 

Lingkungan  

1 1 

GANIS PH Pemanenan 

Hutan  

1 1 

GANIS PH PKB 1 1 

Jumlah  8 5 

 

 

c. Personil GANIS PH aktif sesuai dengan SK Penempatan dan SK Penugasan dilengkapi 

dengan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku.   

d. Ketersediaan GANIS PH KURPET belum tersedia dan masih dalam proses permohonan 

penugasan GANIS PH Elektronil sesuai dengan TTE 875260525090725 tanggal 25 Mei 

2026. Kebutuhan GANIS PH PKB masih dirasa kurang 2 personil, namun belum terdapat 

progress penunjukkan dan permohonan personil.  

c. Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Peningkatan kompetensi SDM selama periode audit 2024 dan 2025 PT Karya Wijaya Sukses :  

 

Tahun Rencana (Orang) Realisasi (Orang) Presentase  
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2024  16 16 100 % 

2025 14 13 92,86 % 

Rerata peningkatan kompetensi  96,43 % 

 

PT Karya Wijaya Sukses telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM, namun masih 

belum dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap kebutuhan simpul pengelolaan hutan 

lestari. 

d. Verifier 1.3.4 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana 

kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan sesuai yang dimaksud pada verifier 1.3.2. seluruhnya 

merupakan tenaga tetap di PBPH PT Karya Wijaya Sukses dan telah terverifikasi :  

- Kartu GANIS PH  

- SK persetujuan GANIS PH melalui SIGANISHUT  

- SK Penempatan GANIS PH yang ditetapkan Direktur Perusahaan PT Karya Wijaya Sukses 

melalui SIGANISHUT  

- Sertifikat Kompetensi GANIS PH  

- Penempatan personil GANIS PH pada struktur organisasi  

- Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS , 

fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan 

kewajiban dalam peraturan perusahaan. 

Namun, SK pengangkatan sebagai karyawan di PT Karya Wijaya Sukses belum tersedia dan 

BPJS belum diterapkan kepada seluruh karyawan.  

Nilai Kinerja 

Indikator 1.3 

 

 

(10 / 21) x 100 % = 47,62 % (BURUK) 

 
 

4. Indikator 1.4 : Kepastian dan mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, 

Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan 

Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen  

Bobot : 2 

NILAI : BAIK  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: 1. PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen dan 

penanggung jawabnya. Sistem informasi manajemen dalam kondisi baik.  

2. Perangkat sistem manajemen perusahaan telah ditunjuk penanggung jawab nya sesuai 

dengan Surat Keputusan Direksi No. 026/SPKT-HRD/KWS/I/2026 tanggal 06 Januari 2026. 

3. PT Karya Wijaya Sukses memiliki SOP Sistem Informasi Manajemen No. LOG-8/P-02-01 

tanggal 15 Desember 2025 (Revisi – 1 tanggal 02 Februari 2026).   

b. Verifier 1.4.2 : Keradaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya  

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: 1. PT Karya Wijaya Sukses telah menunjuk personil SPI yang telah ditetapkan oleh Direktur 

Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direktur No. SK.005/DIR-KWS/JOBDIS-SPI/I/2026 

tanggal 08 Januari 2026 dan telah memiliki SOP Internal Audit No. LOG-08/P-01-01 disetujui 

oleh Direktur Perusahaan tanggal 15 Desember 2025 (Revisi – 1 tanggal 02 Februari 2026) 

2. Tidak tersedia laporan SPI berikut dengan tindakan koreksinya selama periode audit. 
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c. Verifier 1.4.3 : Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi  

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses tidak dapat menunjukkan laporan SPI tahun 2024 dan 2025 sehingga 
tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring tidak tersedia. 

d. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan instansi 

lainnya serta kepatuhan pengisiannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses telah mengoperasikan SIM milik KLHK dan telah menunjuk operator 

pada masing – masing sistem sebagai berikut :  

SIM KLHK Operator & SK Ketertiban 

SIMPEL  Tersedia SK Operator Pelapora tertib  

SIPONGI  Tersedia SK Operator Pelaporan tertib  

SIPASHUT  Tersedia SK Operator Pelaporan belum tertib  

SIGANISHUT  Tersedia SK Operator Pelaporan belum tertib  

SIPUHH  Tersedia SK Operator Pelaporan belum tertib  

SIPNBP  Tersedia SK Operator Pelaporan belum tertib  

SIPATOK  Tersedia SK Operator Pelaporan belum tertib  
 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.4 

 
(13 / 21) x 100% = 61,90 % (SEDANG) 

 

 

5. Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: 1. PT Karya Wijaya Sukses telah membuat dan mengesahkan RKTPH selama periode audit 

sebagai berikut :  

Tahun RKTPH  

2024 Tidak tersedia  

2025 Tidak tersedia  

2026 No. 020/RKT/KWS-JKT/V/2025 tanggal 20 Mei 2026 

 

2. PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan kegiatan sosialisasi PADIATAPA yang 

dilengkapi dengan BA sosialisasi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan sebagai berikut :  

Tujuan Sosialisasi Tahun 2024 Tahun 2025 
Tahun 
2026 

Kampung Long Tuyoq - - √ 

Keterangan :  
(-) tidak dilaksanakan sosialisasi  
(√) telah dilaksanakan sosialisasi 

Kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan di tahun 2026 dan tidak dilaksanakan di tahun 2024 
dan tahun 2025 dikarenakan tidak terbit RKTPH.    

b. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan  

Bobot : 1 
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NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: • PT Karya Wijaya Sukses menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Direksi No. 

003/DIRUT-KWS/Kpts/I/2026 tanggal 06 Januari 2026, sebagai berikut :  

No. Kawasan Lindung Luas (ha) 

1 Buffer Zone Hutan Lindung  2.572 

2 Petak Ukur Permanen (PUP)  198 

3 Cagar Alam (CA) 13 

4 Hutan Suaka Alam (HAS) 29 

5 Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) 373 

6 Sempadan Sungai  323 

7 Kawasan Perlindungan Plasma Nuftah 403 

8 Tegakan/Kebun Benih 401 

9 Kelerengan > 40 % 775 

10 Plot penelitian  100 

 

• PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa 

binaan :  

Tujuan Sosialisasi Tahun 2024 Tahun 2025 
Tahun 
2026 

Kampung Long Tuyoq  - - √ 

Keterangan :  
(-) tidak dilaksanakan sosialisasi  
(√) telah dilaksanakan sosialisasi 

Kegiatan sosialisasi telah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dan BA sosialisasi terpadu. 

Namun, kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan di tahun 2026. Kegiatan sosialisasi kawasan 

lindung tidak dilaksanakan di tahun 2024 dan tahun 2025 dikarenakan tidak terbit RKTPH.  

Nilai Kinerja 

Indikator 1.5 

 
(6 / 9) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 
 

B. Aspek PRODUKSI 

 

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang 

berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT Karya Wijaya Sukses telah memenuhi 
kewajiban aspek perencanaan kerja dengan memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hutan (RKUPH) jangka panjang. Sesuai dengan periode audit ini (2025 – 
2026) terdapat satu dokumen Buku RKUPH. Dokumen tersebut disahkan melalui Surat 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4146/MENLHK/ 
SETJEN/HPL.3/6/2025 tanggal 3 Juni 2025, dengan masa berlaku hingga 31 
Desember 2034. Dokumen legalitas ini juga telah dilengkapi dengan lampiran wajib 
yang sah, meliputi: 

1. Buku RKUPH Periode Tahun 2025 sampai dengan 2034. 
2. Peta RKUPH Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Periode Tahun 

2025 sampai dengan 2034 dengan skala 1:25.000. 

b. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka 

panjang. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 
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Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil telaah dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
dan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Karya Wijaya Sukses untuk periode tahun 2025 
dan 2026, diperoleh tingkat kesesuaian penataan areal kerja sebagai berikut: 

• Tahun 2025 (Tingkat Kesesuaian 0%): Pada tahun ini, tidak menjalankan 
penataan areal kerja da tidak mengesahkan RKT. Sementara itu, dokumen 
RKU mencantumkan target penataan pada blok/petak XI dengan luas 316 
hektar. Hal ini menyebabkan persentase tingkat kesesuaian letak dan luas 
areal kerja pada tahun 2025 bernilai 0%. 

• Tahun 2026 (Tingkat Kesesuaian 100%): PT Karya Wijaya Sukses  
menunjukkan kepatuhan dalam penataan areal kerja. Terdapat konsistensi 
antara dokumen RKT dan RKU, di mana keduanya menetapkan lokasi 
penataan di blok/petak XII dengan luasan yang sama, yaitu sebesar 303 
hektar. 

• Rata-rata Kinerja (50%): Secara akumulatif selama dua tahun pada periode 
audit in, rata-rata tingkat kesesuaian penataan areal kerja berdasarkan letak 
dan luas di PT Karya Wijaya Sukses berada di angka 50%. 

 

No. 
RKT 

Tahun 

RKT RKU Kesesuaian 
Letak dan Luas 

(%) Letak Luas Letak Luas 

1 2025 - - XI 316 0% 

2 2026 XII 303 XII 303 100,00% 

Rata-rata 50% 
 

c. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%). 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara, PT Karya Wijaya Sukses tidak 

melaksanakan penataan batas blok tebangan, serta tidak mengesahkan Rencana Kerja 

Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2025. Dengan demikian tidak 

merencanakan pemeliharaan batas blok pada RKT 2025. 

Berdasarkan Laporan Laporan Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) URKTPH 2026  dan 

Berita Acara Pelaksanaan Penataan Areal Kerja 

PT. Karya Wijaya Sukses Nomor : 018/SMD-KWS/IV/2026 tanggal 20 April 2026 telah 

dilaksanakan penataan areal kerja Blok RKT 2026 dengan luas 299 Ha. Pekerjaan 

penataan areal kerja meliputi penandaan batas blok sepanjang 10,48 Km dan panjang 

batas petak 3,75 Km.   

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dapat disaksikan keberadaan Plang Blok RKT 

2026 beserta tanda batas blok berupa polet garis  dua miring (//) berwarna merah pada 

jalur rintisan batas blok.  Namun demikian dari sampel jalur pengamatan lapangan 

terdapat sebagian jalur rintisan yang tidak jelas penandaannya. 

Data Sampel Pemeriksaan Lapangan Pada Batas Blok RKT 2026 

No. Tanda Lapangan Koordinat Geografis 

1 Plang Tanda Blok RKT 2026 0°51'09.4" N, 114°51'41.8" E 

2 Tanda Rintisan Batas Blok  0°51'09.2" N, 114°51'40.5" E 

3 Tanda Rintisan Batas Blok  0°51'09.6" N, 114°51'43.9" E 
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c. Verifier 2.1.4 : Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/ Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) 

 Bobot : 1 

 NILAI : N/A 

 Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses telah mengintegrasikan komitmen usaha penyerapan dan/atau 

penyimpanan karbon ke dalam dokumen RKUPHHK periode 2025–2034. Saat ini, 

perusahaan memang belum menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM). Hal 

tersebut dinilai sesuai dan patuh terhadap linimasa perencanaan, karena aktivitas 

penyusunan dokumen tersebut baru dijadwalkan untuk direalisasikan pada tahun 2030 

mendatang sesuai dengan dokumen RKUPH yang berlaku. 

Nilai Kinerja Indikator 

2.1 

: (7 / 12) x 100% = 58,33% (BURUK) 

 

 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan 

kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa 

lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki 

data potensi untuk usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (Hutan 

Tumbuh Alami). Data potensi tersebut bersumber dari dokumen Inventarisasi Hutan 

Menyeluruh Berkala (IHMB) Berbasis Gabungan Terestris dan Citra Satelit (Quick IHMB) 

yang disusun pada bulan Februari 2024. Dokumen IHMB ini telah mengacu pada SK 

Perpanjangan PBPH dengan luas areal konsesi sebesar 17.885 hektar, serta telah 

dilengkapi dengan seluruh peta hasil inventarisasi.  

Potensi pohon pada kelas diameter bawah (10–19 cm dan 20–29 cm) menjamin 

ketersediaan permudaan alami (regenerasi) yang melimpah. Di sisi lain, melimpahnya 

volume pada kelas diameter komersial (30 cm dan 40 cm up) di zona Hutan Produksi 

(HP) menunjukkan bahwa areal PBPH ini memiliki ketahanan stok kayu yang sangat 

tinggi untuk mendukung target pemanfaatan hasil hutan jangka panjang secara 

berkelanjutan. Berdasarkan hasil IHMB dengan luas Hutan Produksi PT Karya Wijaya 

Sukses 17.873,70 Ha, potensi pohon komersial pada kelas diameter >40cm tercatat 

19,71 pohon/Ha dan 59,27 m3/Ha. 

PT Karya Wijaya Sukses memiliki data potensi kayu hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum 

Penebangan pada RKT 2026. Blok RKT 2026 dengan luas 290 Ha terdiri empat petak 

yaitu nomor P21, Q21,  Q20 dan R20. Data potensi terdiri dari Tally sheet Petak P21, 

Rekapitulasi Seluruh Petak  dan Peta Sebaran Pohon skala 1:1.000 hanya petak Q21 

dan R 20. Telaah terhadap tallyshet, perusahaan hanya mendata pohon dengan 

diameter diatas 50 cm (tidak sesuai dengan pdoman yang berlaku). Telaah terhadap 

rekapitulasi menunjukkan potensi pohon pada kelompok diameter tersebut 2,84 

pohon/Ha dan 6,80 m3/Ha. 

b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan sesuai ketentuan. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses tidak mengesahkan RKT Tahun 2024 dan 2025, sehingga tidak 

memiliki aktivitas produksi kayu pada periode tersebut. Akibatnya, terjadi 

ketidaksesuaian antara kemampuan produksi lestari (jatah tebang/Etat) yang telah 
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direncanakan dalam RKU dengan pemanfaatannya. Selain itu, pada tahun 2024 dan 

2025 tidak memiliki data potensi sumber daya kayu dari hasil Inventarisasi Tegakan 

Sebelum Penebangan (ITSP), termasuk perusahaan tidak terdapat hasil analisis daya 

dukung hutan yang valid, seperti pengukuran riap pertumbuhan. 

 

No. RKT Etat 
Volume 
(m3/thn) 

 

Potensi 
(berdasarkan 

ITSP) 

Target 
Produksi  

RKT 

Realisasi 
Produksi 

Blok Tebang 

1 2024 15.638 tidak ada  tidak ada tidak ada 

2 2025 15.129 tidak ada tidak ada tidak ada 
 

Nilai Kinerja Indikator 

2.2 

: (4 / 9) x 100% =  44,44% (BURUK) 

 

3. Indikator 2.3 : Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin 

kelestarian hutan. 

a. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Berdasarkan RKUPH 2025-2034 yang telah disahkan, PT Karya Wijaya Sukses 

memiliki rencana kegiatan usaha yang meliputi jenis-jenis kegiatan:  

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) dengan sistem 

silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), dan penanaman teknik 

SILIN. 

2. Pemanfaatan jasa lingkungan 

3. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.  

Berdasarkan telaah terhadap ketersediaan dokumen prosedur, perusahaan baru 

memiliki Standar Operating Procedure (SOP) untuk pemanfaatan hutan kayu tumbuh 

alami dengan sistim silvikultur TPTI serta penanaman teknik SILIN. SOP kegiatan 

usaha pemanfaatan hutan tersedia lengkap, namun terdapat SOP yang isinya sebagian 

tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis atau tidak memenuhi standar muatan 

SOP. Perusahaan belum menyusun dan mengesahkan SOP untuk kegiatan usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan dan  Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. Dengan 

demikian tidak tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan. 

b. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses hanya memiliki SOP untuk sistem silvikultur TPTI hutan alam, 

namun tidak diimplementasikan pada tahun 2024 dan 2025 karena perusahaan tidak 

mengesahkan RKTPH. Sementara itu, kegiatan pemanfaatan hutan pada tahun 2026 

masih terbatas pada tahap penyiapan penyusunan RKT  hanya Penataan Areal Kerja 

(PAK) dan Inventarisasi. Implementasi kegiatannya belum sesuai dengan SOP, terkait 

dengan tata waktu.  

Selain itu perusahaan juga belum mengimplentasikan kegiatan-kegiatan usaha jasa 

lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Sehingga dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan belum mengimplementasikan seluruh SOP kegiatan per 

jenis usaha pemanfaatan hutan. 

c. Verifier 2.3.3 : Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin 

kelestarian hutan. 

Bobot : 2 
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NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil wawancara dan telaah ketersediaan dokumen, PT Karya Wijaya 

Sukses tidak mengesahkan RKT 2024 dan 2025. Perusahaan tidak menjalankan 

aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu, termasuk tidak menjalankan aktivitas pemulihan 

sumber daya alam. Selama periode tersebut praktis tidak ada penurunan kualitas sumber 

daya alam dengan tidak adanya pemanenan kayu dan kegiatan-egiatan usaha lainnya.  

Ketidakadaan pengesahan RKT 2024 dan 2025 ini mencerminkan rendahnya tingkat 

kepatuhan perusahaan terhadap rencana jangka panjang yang telah disahkan. Meskipun 

tidak ada kegiatan pemanfaatan hutan, perusahaan juga tetap tidak melakukan 

inventarisasi untuk mengetahui kondisi kecukupan permudaan di hutan, padahal data 

tersebut sangat penting untuk menentukan kebutuhan pemulihan sumber daya alam 

Nilai Kinerja Indikator 

2.3 

: (5 / 15) x 100% = 33,33% (BURUK) 

 

 

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 

pemanfaatan hutan. 

a. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 

pemanfaatan hutan. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah menerbitkan prosedur penerapan teknologi ramah 
lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan berupa SOP Pemanenan Ramah 
Lingkungan (Nomor Dokumen: LOG-02/P-02-05 Rev. 5, tanggal 6 Januari 2026). 
SOP RIL PT Karya Wijaya Sukses tersebut memuat kegiatan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pemanenan: meliputi praperencanaan pemanenan, penataan 
zona areal hutan, dan perencanaan pemanenan. 

2. Operasi Pemanenan: meliputi supervisi operasi pemanenan kayu, operasi 
penebangan, serta operasi penyaradan dan operasi di TPn. 

3. Pemeliharaan dan K3: meliputi perbaikan dan pemeliharaan (repair & 
maintenance) alat berat serta prasarana lain, kesehatan kamp (camp), dan 
keselamatan kerja. 

4. Pasca-pemanenan Kayu: meliputi penutupan (deaktivasi) jalan sarad, 
penutupan (deaktivasi) TPn, penutupan penyeberangan sementara, 
pemeliharaan jembatan, serta pemeliharaan drainase jalan dan gorong-
gorong. 

SOP Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan ini telah mencakup isi pedoman dalam 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, 
khususnya Lampiran XIV terkait Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak 
Rendah (Reduced Impact Logging). 

b. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen serta telaah komprehensif terhadap 

ketersediaan dokumen, diketahui bahwa PT Karya Wijaya Sukses tidak melakukan 

pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun buku 2024 dan 2025. 

Implikasinya, perusahaan tidak menjalankan aktivitas operasional pemanfaatan hasil 

hutan kayu pada periode tersebut. Konsekuensi logis dari ketiadaan operasional ini 

menyebabkan tidak adanya realisasi kegiatan pemanenan di lapangan, termasuk tidak 

adanya implementasi teknologi pemanenan ramah lingkungan (Reduced Impact 

Logging/RIL) sebagaimana yang dipersyaratkan. 
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c. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dan telaah komprehensif 

terhadap ketersediaan dokumen, diketahui bahwa PT Karya Wijaya Sukses tidak 

melakukan pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2024 dan 2025. 

Implikasinya, perusahaan tidak menjalankan aktivitas operasional pemanfaatan hasil 

hutan kayu pada periode tersebut. Konsekuensi logis dari ketiadaan operasional ini 

menyebabkan tidak adanya realisasi kegiatan pemanenan di lapangan, sehingga 

kewajiban penerapan teknologi pemanenan ramah lingkungan tidak diimplementasikan. 

Oleh karena itu, tingkat efektivitas penerapan teknik pembalakan berdampak 

rendah (Reduced Impact Logging /RIL) tidak dapat ditetapkan. Tidak memiliki data 

dikarenakan tidak terdapat petak kerja/lokasi yang dipanen maupun area yang 

mengalami dampak fisik akibat kegiatan pemanenan kayu selama masa penilaian. 

Nilai Kinerja Indikator 

2.4 

 (7 / 15) x 100% =  46,67% (BURUK) 

 

 

5. Indikator 2.5 : Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha 

pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

a. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan. 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode audit ini PT Karya Wijaya Sukses tidak dapat menunjukkan dokumen 
RKTPH tahun 2025, berdasarkan wawancara dan telaah ketersediaan dokumen, 
perusahaan tidak mengesahkan RKT 2025. Hal ini tidak sesuai dengan surat 
Kementerian Kehutanan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari melayangkan surat Nomor 
S.319/PHL/PUPH/PHL.03.06/B/ 10/2025 tanggal 3 Oktober 2025, Hal Penyusunan 
Rencana Kerja Tahunan (RKTPH). Disampaikan kepada Direktur  Utama PT Karya 
Wijaya Sukses agar melaksanakan pemenuhan kewajiban menyusun RKTPH 
berdasarkan RKUPH yang telah disetujui dalam kesempatan pertama.  

Sementara itu RKTPH 2026 disahkan pada 20 Mei 2026 dengan Keputusan Direktur 
Utama PT. Karya Wijaya Sukses I Nomor: 020/RKT/ KWS-JKT/V/2026 Tentang 
Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2026 Atas 
Nama Pt. Karya Wijaya Sukses I. Berdasarkan telaah dokumen Buku RKT dan laporan 
Hasil Crudisng menunjukkan bahwa target produksi kayu yag ditetapkan RKTPH sesuai 
laporan hasil cruising di lapangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, PT Karya Wijaya Sukses belum sepenuhnya memenuhi 

kewajiban penyusunan dan pengesahan RKT. Perusahaan telah mengesahkan RKT 

2026, namun tidak melakukan pengesahan untuk RKT 2025. Dokumen RKTPH tidak 

lengkap selama periode penilaian 2025 – 2026. 

b. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Berdasarkan RKUPH 2025-2034 PT Karya Wijaya Sukses akan menjalankan kegiatan 

usaha pemanfaatan hutan kayu dengan sistim silvikultur TPTI, pemanfaatan jasa 

lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan tinjauan dokumen, 

pada tahun  2025, perusahaan tidak mengesahkan RKT perusahaan belum membuat 

peta kerja untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan  

dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. 
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Sementara itu tahun 2026 telah mengesahkan Dokumen RKTPH 2026. Pada tahun ini 

perusahaan hanya merencanakan pemanfaatan hutan kayu dengan sistim silvikultur 

TPTI.  Rencana pemanfatan hutan digambarkan di dalam Peta RKT 2026 skala 1:50.000. 

Sementara itu perusahaan belum membuat peta kerja untuk kegiatan pemanfaatan hutan 

kayu. Ketiadaan peta kerja menyebabkan verifier ini tidak dapat dipenuhi karena 

memerlukan informasi batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hutan, 

termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi guna menilai kessesuaiannya dengan 

peta RKTPH. 

c. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Sebagaimana diuraikan pada verifier 2.5.2 perusahaan tidak mengesahkan RKTPH 

2025, sehingga tidak dapat menilai kesesuaiannya dengan norma verifier ini. Selanjutnya 

buku RKTPH 2026 berikut Peta RKTPH telah disahkan, namun belum membuat peta 

kerja. Kesesuaian penandaan lapangan hanya dapat dibandingkan dengan Peta RKTPH. 

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penataan Areal Kerja blok RKT 2026 bulan Maret 2025, 

tidak dilaporkan adanya kegiatan penandaan batas sempadan sungai. Lebih lanjut Peta 

Penataan Areal Kerja RKT 2026 juga tidak menggambarkan kawasan lindung yang 

seharusna ada di sepanjang batas Timur Petak P21 dan Q21. 

Berdasarkan pemeriksaan batas blok RKT 2026 di lapangan pada petak P21 diketahui 

adanya batas blok RKT. Batas blok ditandai dengan polet dua (//) warna merah tertera di 

sepanjang jalur pengamatan. Namun demikian tidak ssuai dengan Peta RKTPH karena 

belum seluruh batas blok ditandai. Lebih lanjut hasil pemeriksaan tidak sampai 

menemukan batas kawasan lindung sempadan sungai yang ada di petak P21 karena 

penandaan batas blok tidak sampai di sempadan sungai .  

d. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode audit ini PT Karya Wijaya Sukses   tidak mengesahkan RKT 2024 dan 
2025, perusahaan tidak memiliki rencana produksi barang dan jasa sebagaimana 
direncanakan dalam RKUPH. Dalam periode ini pula perusahaan tidak menjalankan 
operasional produksi. Dengan demikian tidak ada data tentang target dan realisasi luas 
dan volume produksi barang/jasa hasil hutan. 

Nilai Kinerja Indikator 

2.5 

: (6 / 18) x 100%  = 33,33 (BURUK) 

 

 

6. Indikator 2.6 : Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai 

kegiatan usaha pemanfaatan hutan. 

a. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan 

keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan 

Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses telah menyajikan transparansi keuangan melalui Laporan 

Keuangan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

JOKO MARSUDI & REKAN. Berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 
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00142/2.1500/AU.1/05/210612/1/X/2025 tertanggal 17 Oktober 2025, auditor 

memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  

Kondisi kemampuan finansial PT Karya Wijaya Sukses  dtunjukkan dengan Neraca 

Perusahaan dan Perhitungan Laba Rugi tahun 2024 di dalam laporan keuangan 

perusahaan yang telah diaudit. Bardasarkan data-data tersebut diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

Indikator Kinerja Keuangan PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2024  

Likuiditas  5,26% 

Solvabilitas 298,79% 

Rentabilitas -17,92% 

 

Berdasarkan laporan auditor independen, opini auditor atas laporan keuangan 

perusahaan adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Sementara itu berdasarkan neraca dan 

laporan laba rugi perusahaan pada Desember 2024, kinerja finansial perusahaan 

menunjukkan Likuiditas < 150%, Solvabilitas > 150% dan Rentabilitas negatif. 

 

b. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force 

majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP 

dianggap 100 %) 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses belum dapat menunjukkan data realisasi alokasi dana kegiatan 

usaha pemanfaatan hutan yang seharusnya terlampir di dalam laporan keuangan 

perusahaan untuk tahun 2024. Demikian pula belum dapat menunjukkan rencana kerja 

dan anggaran perusahaan, sehingga tidak diketahui proporsi alokasi dana antar kegiatan 

di tahun 2024. 

c. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan 

unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang 

berwenang/ hasil RUPS). 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses belum dapat menunjukkan data realisasi alokasi dana kegiatan 

usaha pemanfaatan hutan yang seharusnya terlampir di dalam laporan keuangan 

perusahaan untuk tahun 2024. Demikian pula belum dapat menunjukkan rencana kerja 

dan anggaran perusahaan, sehingga tidak diketahui realisasi alokasi dana kegiatan 

tahun 2024. 

d. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses dapat menunjukkan data realisasi alokasi dana kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan yang seharusnya terlampir di dalam laporan keuangan perusahaan 

untuk tahun 2024. Demikian pula belum dapat menunjukkan rencana kerja dan anggaran 

perusahaan, sehingga tidak diketahui kelancaran pendanaan kegiatan tahun 2024 

e. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 21 dari 53 
 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

: PT Karya Wijaya Sukses belum dapat menunjukkan data realisasi alokasi dana kegiatan 

usaha pemanfaatan hutan yang seharusnya terlampir di dalam laporan keuangan 

perusahaan untuk tahun 2024. Demikian pula belum dapat menunjukkan rencana kerja 

dan anggaran perusahaan, sehingga tidak diketahui realisasi modal yang ditanamkan 

untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan penelitian pengembangan tahun 

2024. 

f. Verifier 2.6.6 : Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang 

membidangi Keuangan. 

 Bobot : 2 

 NILAI : SEDANG 

 Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

 PT Karya Wijaya Sukses mampu menunjukkan dokumen dan bukti pembayaran lunas 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2024 dan 2025. Selain itu terdapat Surat 

Bukti Penerimaan Elektronik atas laporan  SPT PPh Badan. Nilai pembayaran PBB tahun 

2024 sebesar Rp. 390.305.856,- dan tahun 2025 sebesar Rp. 408.318.341,-  

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit,  nilai penjualan bersih pada periode 

tersebut = 0. namun perusahaan belum dapat menunjukkan bukti lapor PPh dan PPn 

tahun 2024 dan 2025 

Nilai Kinerja Indikator 

2.6 

: (13 / 30) x 100% = 43,33% (BURUK) 

 

 

C. Aspek EKOLOGI 

 

1. Indikator 

3.1 

: Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) 

 

a. Verifier 

3.1.1 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi 

hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai 
Surat Keputusan Direksi PT Karya Wijaya Sukses No. 003/DIRUT-KWS/Kpts/I/2026 tanggal 6 Januari 2026, 
meliputi: 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 

1. Kebun Benih 401 

2. PUP 198 

3. Plot Penelitian 100 

4. KPPN 403 

5. KPSL 373 

6. Cagar Alam 13 

7. Hutan Suaka Alam 29 

8. Buffer Zone CA, HAS, HL 2.572 

9. Kelerengan >40% 775 

10. Sempadan Sungai 323 

 Total 5.187 

 
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPH Tahun 2025 Periode 

2025 - 2034 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor : 4146 TAHUN 2025 tanggal 3 Juni 2025. 
c) PBPH PT Karya Wijaya Sukses belum memiliki laporan atau data/ informasi hasil identifikasi Areal Bernilai 

Konservasi Tinggi (ABKT) di dalam areal PBPH PT Karya Wijaya Sukses. 

b. Verifier 

3.1.2 

: Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 
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NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Realisasi penataan batas kawasan lindung pada periode audit tercapai 4,42 km (100%) dari total rencana 

4,42 km. 

b) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps, terkait penataan batas kawasan 
lindung, yaitu dijumpai tanda batas, diantaranya : 

- Sempadan Sungai Paluq yang berada di Blok RKTPH Tahun 2025, yang penandaanya berupa plang/ 
sign board dan cat kuning strip (+) pada pohon. Pada papan nama tidak dituliskan nama sungai. 

- Sempadan Sungai Paluq yang berada di Blok RKTPH Tahun 2026, yang penandaanya berupa cat putih 
strip (+) pada pohon. 

c) Diverifikasi teknis penandaan batas kawasan lindung di lapangan sebagian belum sesuai prosedur yaitu 

penandaan batas Sempadan Sungai Paluq yang berada di Blok RKTPH Tahun 2025. 

d) PT KWS belum melakukan deliniasi ABKT untuk seluruh areal PBPH PT Karya Wijaya Sukses. 

c. Verifier 

3.1.3 

: Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum pada Peta RKUPH Tahun 2025 

periode 2025 – 2034 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2026, kondisi penutupan kawasan lindung 

yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 4.981,64 ha 

(96,04%) dari total luas kawasan lindung 5.187 ha; 

b) Selain itu tutupan lahan pada kawasan lindung yang tidak teridentifikasi yaitu tertutup awan dengan luas 205 

hektar (3,95%). 

d. Verifier 

3.1.4 

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not 

Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : NOT APPLICABLE 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2014 Periode Tahun 2015 – 2024, diverifikasi jenis tanah yang 
terdapat di areal kerja PBPH PT Karya Wijaya Sukses yaitu Latosol dan Podsolik dan tidak terdapat tanah gambut, 
sehingga tidak diwajibkan pengelolaan tanah gambut sesuai RKUPHHK-HA Tahun 2014 Periode Tahun 2015 – 
2024. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). 

e. Verifier 

3.1.5 

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Berdasarkan verifier 3.1.3 diverifikasi kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan 
Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 4.981,64 ha (96,04%) dari total luas kawasan lindung 
5.187 ha. Tidak dijumpai kondisi kawasan lindung dengan tutupan non hutan seperti belukar, semak, 
pertanian dll berdasarkan hasil overlay (tumpang susun). 

b) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan pada kawasan lindung Sempadan sungai paluq (Blok Tahun 2025) 
pada koordinat N 0˚50’ 58,052”; E 114˚ 51’ 45,05”, diverifikasi kondisi kawasan lindung tersebut tidak terdapat 
gangguan/ aktifitas masyarakat seperti perladangan, perkebunan, penambangan emas maupun illegal 
logging, sehingga kondisi kawasan lindung masih tetap terjaga dan sesuai dengan fungsinya. 

f. Verifier 

3.1.6 

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam 

RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

 

: a) Pada periode audit implementasi kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung baru sebagian dilakukan 
sebagaimana yang tercantum dalam RKUPH Tahun 2025 periode 2025 – 2034. 

b) PT KWS telah menyampaikan bukti pelaporan RKL dan RPL periode Semesteran (Semester II Tahun 2024, 
Semester I Tahun 2025 dan Semester II Tahun 2025) secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. 
Mahakam Ulu, namun pelaporannya belum sesuai dengan tata waktunya. 
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Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: (17 / 21) x 100% = 80,95% (BAIK) 

 

 

2. Indikator 

3.2 

: Perlindungan dan pengamanan hutan 

 

a. Verifier 

3.2.1 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan 

hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan 

lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut : 

No Jenis Gangguan Hutan Prosedur 

1.  Perambahan Kawasan SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Nomor Dokumen: LOG-04/P-02-
02, Tgl. Terbit : 12 Desember 2025, Revisi : 2, Tgl. Revisi : 8 Januari 2026. 

Prosedur belum mengatur teknis pencegahan dan pengendalian dari aktifitas 
perburuan flora fauna. 

Prosedur telah mencantumkan/merujuk peraturan terbaru yaitu PermenLHK 
Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, PermenLHK No. 8 Tahun 2021 
dan PP Nomor 23 Tahun 2021. 

2.  Pemanenan atau penebangan 
tanpa izin/ illegal logging 

3.  Perburuan flora dan fauna 

4.  Hama dan Penyakit tanaman 

5.  Pencegahan dan pemadaman 
kebakaran 

SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Nomor Dokumen: LOG-
07/P-06-01, Tgl. Terbit : 15 Desember 2025, Revisi : 1, Tgl. Revisi : 20 Januari 
2026. 

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai 
regulasi yaitu : 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 

- Surat Edaran Dirjen PHL Nomor : S.71/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 
tanggal 26 Maret 2025 perihal peringatan dini dalam mengantisipasi 
kebakaran hutan dan lahan tahun 2025. 

SOP Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan. Nomor Dokumen: LOG-
07/P-03-01, Tgl. Terbit : 15 Desember 2025, Revisi : 1, Tgl. Revisi : 20 Januari 
2026. 

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai 
regulasi yaitu : 

- P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian  Kebakaran 
Hutan dan Lahan 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 

- Surat Edaran Dirjen PHL Nomor : S.71/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 
tanggal 26 Maret 2025 perihal peringatan dini dalam mengantisipasi 
kebakaran hutan dan lahan tahun 2025. 

 

b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, sebagian prosedur yang dibuat belum mengacu 

kepada pedoman teknis baku dalam penyusunan SOP. 

b. Verifier 

3.2.2 

: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki oleh PT 
Karya Wijaya Sukses, yaitu dirinci seperti tabel berikut: 
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No. 
Jenis 

Gangguan 
Hutan 

Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket 

1 Perambahan 
Kawasan 

Plang/ Baliho Himbauan Dilarang 
Membuka dan Membakar Lahan 
(Berladang/ Menanam Sawit), 
Berburu Satwa Liar, Menebang 
Pohon/ Illegal Logging, Meracun/ 
Menyetrum Perairan 

1 Km 29 Plang yang dipasang masih minim 

     

 

2 Pemanenan 
atau 
penebangan 
tanpa izin/ 
Illegal Logging 

Plang Stop Pembalakan Liar 2 Km 25, 
Km 36 

Kondisi plang sudah pudar tulisannya 

     

 

3 Pencegahan 
dan 
pemadaman 
kebakaran 

Plang/ Baliho Himbauan Dilarang 
Membakar Hutan 

2 Km 24, 
Km 26 

Plang yang dipasang jumlahnya 
masih minim 

Sarana Prasarana Dalkarhutla 1 Camp S. 
Paluq 

Tersedia sarpras dalkarhula, 
sebagaimana yang diwajibkan sesuai 
ketentuan PermenLHK No. 
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016, namun 
jenis dan jumlahnya masih kurang 

Posko Dalkarhutla 1 Camp S. 
Paluq 

Posko belum dilengkapi dengan 
sarpras seperti komputer/PC/Laptop 
dan jaringan internet untuk monitorng 
hotspot 

Mobil Tanki Air - - Tidak Ada 

Plang FDR 1 Camp S. 
Paluq 

 

Manara Api - - Tidak Ada 

Embung Air 2 Camp S. 
Paluq, 
Km 26 

 

      

4 Hama dan 
Penyakit 
Tanaman 

Herbisida - - Tidak menggunakan pupuk dan 
pestisida sesuai Surat Pernyataan 
tertanggal 3 Februari 2021 

Insektisida - - 

Fungisida - - 

Pupuk - - 
     

 

5 Perburuan 
Flora dan 
Fauna 

Pos Security - - Tidak Ada 

Plang himbauan Dilarang 
Berburu Satwa Dilindungi 

1 Km 25 Baru dipasang di 1 titik, belum 
dipasang di tempat-tempat strategis 

Plang Lindungi Aku Dari 
Kepunahan 

2 Km 24, 
Km 29 

 

Satwa Dilindungi (Beri Kami 
Kebebasan Hidup dan Dari 
Kepunahan) 

3 Km 27, 
Km 28, 
Km 29 

 

 
b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang terinci pada tabel 

diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi 
berfungsi dengan baik. 

c. Verifier 

3.2.3 

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 
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Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Karya Wijaya Sukses saat ini, terdiri dari : 

No. 

Unit Kerja 

Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan 

Kewajiban 

Jumlah 

Personil 

(terkini) 

Personel 

Certified 

1. Regu Pemadam Kebakaran 1 regu (15 personil) 1 regu (16 
personil) 

1 

2. Security 3 1 1 

 
b) Jumlah personel (security) dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional berdasarkan intensitas kejadian 

perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya. 
c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan 

hutan), dinilai kurang. 
d) PT Karya Wijaya Sukses belum memiliki MoU atau kesepakatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan 2 

Desa Binaan yaitu Desa Long Tuyoq dan Desa Batu Keloq. 
e) PT Karya Wijaya Sukses sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan 

perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan hotspot secara berkala setiap bulan dengan 
memanfaatkan data dari website SiPongi. Sedangkan untuk memanfaatkan teknologi lainnya dalam 
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan drone, CCTV dan lainnya dalam kegiatan 
pengamanan dan perlindungan hutan belum dilakukan. 
 

d. Verifier 

3.2.4 

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode audit data Fragmentasi areal PBPH PT KWS yaitu sebagi berikut : 

No. Fragmentasi Luas (Ha) Legalitas Keterangan 

1. PPKH - -  

2. PPTK (TORA) - -  

3. Hutan Desa 14,01 √ Seluas 14,01 ha 
berdasarkan informasi 
dari BPHL XIII 
Samarinda. 

Setelah diverifikasi 
lapangan tidak 
ditemukan. 

4. APL 42,17 √ Berupa jalan PU 

5. Sawit/ Perkebunan - -  

6. Konflik Tenurial/ Areal Lainnya (Pertanian, 
Jalan, Kebun Masyarakat) 

- -  

7. Pemukiman - -  

 Total 56,18   

 Fragmentasi terbangun tanpa izin -   

 Fragmentasi terbangun dengan izin 56,18   
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Berdasarkan data perhitungan fragmentasi PBPH PT Karya Wijaya Sukses diperoleh data total luas fragmentasi 
yaitu 56,18 ha terdiri dari fragmentasi terbangun dengan izin yaitu luas 56,18 ha terdiri atas Hutan Desa & APL 
dan fragmentasi terbangun tanpa izin ((sawit/perkebunan dan konflik tenurial/ areal lainnya) yaitu Nihil. 

Diverifikasi fragmentasi terbangun tanpa izin (sawit/perkebunan dan konflik tenurial/ areal lainnya) dengan luas 
0 ha dan tidak ada gangguan lainnya seperti perambahan kawasan hutan dan illegal logging. Dengan demikian 
gangguan yang terjadi di dalam areal PBPH PT KWS yaitu 0 hektar (0%) atau <25% dari total luas 17.885 hektar. 
 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: (11 / 15) x 100% = 73,33% (SEDANG) 

 

 

3. Indikator 

3.3 

: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan 

 

a. Verifier 

3.3.1 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan 
dampak fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, 
meliputi : 

No 

Jenis Pengelolaan dan/ atau 
Pemantauan Fisik Kimia serta 

Pengelolaan Limbah B3 Prosedur 

A. Komponen Fisik Kimia 

1. Iklim Mikro (CH, suhu, dan 
kelembaban udara) 

SOP Pengukuran Curah Hujan. Nomor Dokumen: LOG-05/P-04-00, Tanggal 
Efektif: 2 Januari 2018. 

Prosedur belum merujuk PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

2. Erosi tanah SOP Pengukuran Erosi dan Sedimentasi. Nomor Dokumen : LOG-05/P-05-00, 
Tanggal Efektif : 2 Januari 2018. 

Prosedur belum merujuk PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

3. Sedimentasi sungai SOP Pemantauan Kualitas Air. Nomor Dokumen : LOG-05/P-06-02, Tanggal 
Efektif : 15 Desember 2025. 

Prosedur telah merujuk PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

4. Kualitas air sungai 

5. Debit air sungai SOP Pengukuran Debit Air Sungai. Nomor Dokumen : LOG-05/P-12-02, 
Tanggal Terbit : 15 Desember 2025, Revisi : 2, Tanggal Revisi : 12 Januari 
2026. 

6. Tinggi Muka Air sungai 

7. Sifat Fisik-Kimia Tanah SOP Pemantauan Sifat Fisik, Kimia dan Biologi Tanah. Nomor Dokumen: 
LOG-05/P-10-00, Tanggal Efektif: 2 Agustus 2021. 

Prosedur belum merujuk PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

9. Penanaman/rehabilitasi - SOP Rencana Rehabilitasi dan Pengayaan Serta Inventarisasi Tegakan 
Tinggal. Nomor Dokumen: LOG-04/P-02-01, Tanggal Efektif: 6 Desember 
2021. 

- SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. Nomor 
Dokumen: LOG-04/P-04-02, Tanggal Terbit : 15 Desember 2025, Revisi : 
2, Tanggal Revisi : 8 Januari 2026. 

10. Pemeliharaan tanaman 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1. Pengelolaan limbah B3 
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2. Pengelolaan limbah domestik SOP Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Limbah B3). Nomor Dokumen: LOG-05/P-11-01, Tanggal Terbit : 15 
Desember 2025, Revisi : 1, Tanggal Revisi : 12 Januari 2026. 

Prosedur belum mengatur teknis pengelolaan limbah domestik 

Prosedur telah merujuk PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 
b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ; 

1) telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam RKL dan RPL Tahun 2001. 
2) telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3 
3) sebagian prosedur masih ada yang belum sesuai dengan acuan teknis baku penyusunan SOP. 

 

b. Verifier 

3.3.2 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT Karya Wijaya Sukses dinilai tidak lengkap, diantaranya yang 

belum tersedia sarpras yaitu suhu dan kelembaban udara (Thermohygrometer), stik erosi, bangunan TPS 

Limbah B3 dan TPA Sampah,. 

b) PT Karya Wijaya Sukses memiliki 2 (dua) personil SDM yang berkompeten/ berkualifikasi dalam kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, yaitu GANISPH Binhut atas 
nama : 

- Alvin Hendrawan dengan No. Register : 03240021048 sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH No. 
130226043 tanggal 10 Februari 2026, masa berlaku penugasan s.d tanggal 28 Februari 2027 dan 
Persetujuan Penempatan GANISPH No. 116239792300 tanggal 15 April 2026, masa berlaku 
penempatan s.d tanggal 28 Februari 2027 dan memiliki Sertifikat Kompetensi Nomor 02409 3143 
0000171 2024 tanggal 27 Februari 2024 dan berlaku s.d 26 Februari 2029. 

- Muhammad Syarif dengan No. Register : 03240021049 sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH No. 
130226040 tanggal 10 Februari 2026, masa berlaku penugasan s.d tanggal 28 Februari 2027 dan 
Persetujuan Penempatan GANISPH No. 111070333136 tanggal 15 April 2026, masa berlaku 
penempatan s.d tanggal 28 Februari 2027 dan memiliki Sertifikat Kompetensi Nomor 02409 3143 
0000172 2024 tanggal 27 Februari 2024 dan berlaku s.d 26 Februari 2029. 

c) Selain itu untuk SDM pengelolaan Limbah B3, PT Karya Wijaya Sukses belum memiliki SDM yang 
berkompeten/ berkualifikasi sebagai PLB3/ OPLB3. 

c. Verifier 

3.3.3 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan 

limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk 

pengelolaan limbah B3 sebagian besar belum dilakukan oleh PT Karya Wijaya Sukses dan rekaman/ laporan 

datanya tidak lengkap. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

 (6 / 12) x 100% = 50,00% (BURUK) 

 

 

4. Indikator 

3.4 

: Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), 

terancam punah (threatened) dan endemik 

 

a. Verifier 

3.4.1 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 
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NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Karya Wijaya Sukses telah menyediakan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di areal 
PBPH PT KWS, yaitu : 

- SOP Identifikasi dan Pemantauan Flora. Nomor Dokumen: LOG-05/P-02-02, Tanggal Terbit: 15 
Desember 2025, Revisi : 2, Tanggal Revisi : 12 Januari 2026. 

- SOP Identifikasi dan Pemantauan Fauna. Nomor Dokumen: LOG-05/P-03-02, Tanggal Terbit: 15 
Desember 2025, Revisi : 2, Tanggal Revisi : 12 Januari 2026. 

b) Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna belum mengatur teknis metode pengamatan, tata waktu & lokasi 
pengamatan, mengelompokkan hasil identifikasi berdasarkan status perlindungan/ konservasinya. 

c) Selain itu Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu 
PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (penilaian dan klasifikasi satwa, cara 
penyelamatan jenis satwa, penyelamatan satwa secara insitu dan eksitu, dan sebagainya). 

b. Verifier 

3.4.2 

: Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan 

prosedur identifikasi. 

c. Verifier 

3.4.3 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah 

dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi berupa laporan pemantauan 
flora dilindungi dan laporan pemantauan fauna dilindungi. Diverifikasi laporan identifikasi flora dan fauna 
dilindungi dinilai tidak lengkap diantaranya yaitu : 

- Belum menjelaskan periode/ waktu identifikasi dalam laporan; 
- Data hasil identifikasi flora masih menggunakan data ITSP tahun 2015, belum menggunakan data 

pengamatan baru dan belum dilakukan pengamatan/ identifikasi flora di lokasi kawasan lindung; 
- Data hasil identifikasi fauna masih menggunakan data lama tahun 2017, belum menggunakan data 

pengamatan baru dan belum dilakukan pengamatan/ identifikasi fauna di lokasi kawasan lindung; 
- Data hasil identifikasi flora dan fauna belum mengelompokkan sesuai status perlindungan/ konservasinya; 
- Data hasil identifikasi flora dan fauna belum dilengkapi rekaman/ dokumentasi foto kegiatan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

 (6 / 15) x 100% = 40,00% (BURUK) 

 

 

5. Indikator 

3.5 

: Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan 

yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam 

punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

 

a. Verifier 

3.5.1 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Karya Wijaya Sukses telah menyediakan prosedur dalam kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang 
dilindungi, yaitu: 

- SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. Nomor Dokumen: LOG-05/P-02-02, Tanggal Terbit: 15 Desember 
2025, Revisi : 2, Tanggal Revisi : 12 Januari 2026. 
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- SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. Nomor Dokumen: LOG-05/P-03-02, Tanggal Terbit: 15 Desember 
2025, Revisi : 2, Tanggal Revisi : 12 Januari 2026. 

b) Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu PermenLHK No. 17 
Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (penilaian dan klasifikasi satwa, cara penyelamatan jenis 
satwa, penyelamatan satwa secara insitu dan eksitu, dan sebagainya) 

b. Verifier 

3.5.2 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: 1) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna, namun belum 
optimal dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. 

2) Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora dan 
fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Karya Wijaya 
Sukses, dan dilengkapi peta kerjanya. 

3) Selain itu dalam hal pengelolaan fauna PT Karya Wijaya Sukses belum sepenuhnya mengacu pada 
ketentuan : 
1. Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik satwa dan manusia; 
2. Belum diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan satwa liar. 

c. Verifier 

3.5.3 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di 

areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Karya Wijaya Sukses dapat diketahui 
dengan ketersediaan alokasi areal sebagai habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar seperti perburuan 
satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan, penambangan emas secara illegal dll. 

b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki upaya 
dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung sesuai dengan Blok RKT; 

- Mengalokasikan kawasan lindung  seluas 5.187 Hektar, terdiri dari 1) Kebun Benih luas 401 Hektar; 2) 
Petak Ukur Permanen luas 198 Hektar; 3) Plot Penelitian luas 100 Hektar; 4) Kawasan Pelestarian 
Plasma Nutfah (KPPN) luas 403 Hektar; 5) Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) luas 373 Hektar; 
6) Cagar Alam (CA) luas 13 Hektar; 7) Hutan Suaka Alam (HAS) luas 29 Hektar; 8) Buffer zone CA, 
HAS, HL luas 2.572 Hektar; 9) Kelerengan >40% luas 775 Hektar dan 10) Sempadan Sungai luas 323 
Hektar sebagai tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi; 

- Pemasangan papan-papan himbauan seperti dilarang merambah hutan, berburu satwa dilindungi, 
membakar hutan dan lahan, plang jenis-jenis satwa dilindungi, namun demikian pemasangan papan 
himbauan larangan berburu flora dilindungi belum dipasang. 

c) Berdasarkan hasil audit sebelumnya (Penilikan Ke-2) terdapat informasi bahwa masyarakat masih 
melakukan perburuan satwa dengan menggunakan jerat dan hasil buruannya seperti babi hutan dan payau/ 
rusa. 

d) Selain itu PT KWS belum memiliki pos pengamanan dan perlindungan hutan yang dijaga oleh personil 
security dilengkapi dengan portal di batas konsesi PBPH (awal masuk ke dalam areal). Terdapat APL 
berupa jalan PU seluas 42,17 ha / 10 km yang membelah areal PBPH PT KWS yang memudahkan akses 
masuknya pihak luar ke dalam areal. 

e) Dengan demikian masih terdapat potensi gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal 
PBPH PT Karya Wijaya Sukses. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

 (10 / 15) x 100% = 66,67% (SEDANG) 
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D. Aspek SOSIAL 

 

1. Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi 

dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh 

masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

a. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 

penandaan batas secara partisipatif. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT KWS memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 

penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : 

1. SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (LOG-06/P-05-05) Rev. 5 
Tanggal revisi 9 Februari 2026 

2. SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan (LOG-06/P-04-05) Rev. 5 Tanggal revisi 9 
Februari 2026 

3. SOP Penataan Batas Partisipatif (LOG-06/P-06-05) Rev. 5 Tanggal terbit revisi 9 
Februari 2026 

Hasil telaahan terhadap Prosedur yang tersedia, SOP telah mengacu kepada pedoman 

teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan seperti P.8/2021 tentang tata hutan dan 

penyusunan rencana pengelolaan, namun untuk Referensi dan Penanggung jawab 

pada seluruh SOP belum relevan dengan kondisi yang ada. SOP yang ada belum 

seluruh diimplementasikan di lapangan, terutama terkait penataan batas partisipatif. 

 

PBPH PT KWS memiliki Prosedur kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat telah mengacu pada pedoman 

teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun referensi dan 

penanggujawab kegiatan belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, serta 

belum diimplementasikan di lapangan. 

 

b. Verifier 4.1.2 : Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT KWS memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 

1) Peta Sebaran Desa Sekitar Areal Kerja dengan Skala 1 : 50.000. Berdasarkan peta 

tersebut areal konsesi PT KWS  sebagian besar berada di dalam wilayah 

administratif Desa Long Tuyoq Kec. Long Pahangai dan sebagian kecil berada di 

wilayah Desa Batoq Kelo, Kec. Long Bagun 

2) Peta RKUPH PT KWS Periode Tahun 2025 – 2034, skala 1 : 50.000, terdapat 

informasi desa-desa yang ada di sekitar areal PT KWS 

3) Tersedia data masyarakat berburu dan HHNK tahun 2022. Pada tahun 2022 
terdapat perburuan babi sebanyak 29 ekor dan Payau sebanyak 4 ekor dari Desa 
Batoq Kelo dan Desa Long Tuyoq, namun tidak ditindak lanjutkan. 

4) Tersedia Data Masyarakat yang memanfaatkan kayu dan HHNK Tahun 2022 di 

Kampung Long Tuyoq (memanfaatkan Madu), namun tidak ditindak lanjutkan 

5) Dokumen RKUPH periode 2024-2034 sesuai dengan SK. Nomor 4146 Tahun 2025 

tanggal 3 Juni 2025, terdapat informasi terkait rencana kegiatan operasional PT 

KWS pada periode 10 tahun  
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6) PT KWS tidak memiliki rencana kerja tahunan yang tertuang RKTPH Tahun 2024; 

2025 dan 2026 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar Bpk. Titus (Sekdes), Bpk. Samuel ( 
Anggota KT Tuyoq Lestari) dan Kepala Adat, disampaikan bahwa pola penguasaan dan 
pemanfaatan lahan oleh masyarakat di sekitar areal PT KWS yang masih berlangsung 
sampai saat ini antara lain pemanfaatan HHBK dan berburu oleh masyarakat di areal PT 
KWS (untuk keperluan sendiri), dan PT KWS memiliki laporan/dokumen pemanfaatan 
HHBK oleh masyarakat serta pengelolaannya, akan tetapi hanya sampai tahun 2022 
dan tidak dilakukan up date. 
 
PBPH PT KWS memiliki rekaman yang berisi data dan informasi  hasil pelaksanaan 
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang mengacu pada 
pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 
 

c. Verifier 4.1.3 : Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 

PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Hasil deliniasi dan implementasi penandaaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT 

KWS yang dikuasai masyarakat tertuang dalam dokumen sebagai berikut : 

1) Peta Sebaran Desa Sekitar Areal Kerja dengan Skala 1 : 50.000. Berdasarkan peta 
tersebut areal konsesi sebagian besar berada di dalam wilayah administratif Desa 
Long Tuyoq Kecamatan Long Pahangai dan Desa Batoq Kelo Kec. Long Bagun 

2) BA Kesepakatan Bersama antar Kampung Long Tuyoq Kec. Long Pahangai dengan 
Kampung Batoq Kelo Kec. Long Bagun, tanggal 9 Juni 2004, sepakat bahwa batas 
kedua kampung/desa tersebut adalah di Batu Tanjung Lirung Buluu’ sampai ke 
kiri kanan sungai Mahakam 

3) BA Peresmian Tapal Batas Wilayah Adat Long Tuyoq Kec. Long Panghai dan 

dengan Kampung Batoq Kelo Kec. Long Bagun pada tanggal 5 April 2008, batas ini 

yang dipergunakan sebagai acuan untuk pembagian fee kompensasi 

Berdasarkan hasil wawancara Unit Manajemen dan Wakil masyarakat sekitar, diperoleh 

informasi bahwa PT KWS belum melakukan penandaan batas partisipatif di dalam areal 

perusahaan secara keseluruhan, untuk pembagian fee kompensasi berdasarkan 

kesepakatan yang dibuat oleh kedua kampung tersebut. 

Hasil telaahan terhadap Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja, PT KWS telah 
melakukan deliniasi wilayah antar desa pada peta kerjanya, akan tetapi baru sebagian 
yang telah dilakukan penandaan batasnya secara partisipatif di lapangan (batas desa 
Long Tuyoq dan Batuq Kelo). 
 
PBPH PT KWS telah melakukan deliniasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat di 
arealnya dan telah melakukan penandaan pada sebagian batas (50 %) secara 
partisipatif di areal PBPH yang dikuasai masyarakat setempat. 
 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: ( 8 /12 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 

 

2. Indikator 4.2 : Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik 
yang sistematis dan terukur 

a. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 
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Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2026), PT KWS  memiliki  sebagian dokumen terkait 
pemetaan konflik tertuang dalam : 

1. Laporan Pemetaan Resolusi Konflik Semester 1 dan 2 Tahun 2022, dan telah 
disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim (tanda terima Tgl. 9/1/2023), sedang 
tanda terima dari BPHL XI tidak tersedia. 

2. Analisa Pemetaan Potensi Konflik PT KWS tahun 2022 yang telah dilaporkan pada 
tanggal 9 Januari 2023 ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim 

3. Sedangkan untuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT KWS  Tahun 
2023 ; 2024 dan 2025, tidak tersedia 

Pada Laporan Pemetaan Resolusi Konflik Semester 1 dan 2 Tahun 2022 dijelaskan 
status konflik dalam areal konsesi PBPH PT KWS masuk kriteria terkendali dengan 
persentasi 33,6% (< 36 %), sedangkan penilaian di tingkat desa juga terkendali (30,6%). 
dan penilaian di tingkat PBPH adalah relatif Aman. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KWS  telah membuat laporan 

pemetaan konflik pada tahun 2022, akan tetapi pada periode tahun 2023 ; 2024 dan 

2025 tidak tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai sesuai 

PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V (laporan dibuat setiap semester / 6 bulan), dan 

disampaikan ke instansi berwenang. 

b. Verifier 4.2.2 : Tersedia Mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT KWS memiliki Prosedur/mekanisme resolusi konflik yang ada di arealnya 
tertuang dalam : 

1) SOP Resolusi konflik (LOG-06/P.07-02) Rev.2, tanggal revisi 09 Februari 2026 
disusun oleh Ardiansyah, diperiksa oleh M. Bashori dan disetujui oleh Setyo Puji 
Pranoto. 

SOP ini telah disosialisasikan sesuai berita acara sosialisasi SOP Resolusi Konflik Tahun 

2023 (14/KWS/CD/IV/2023) tanggal 26 April 2023 untuk Kampung Batoq Kelo, dengan 

notulensi yang dibahas diantaranya: 

- Perusahaan agar transparan dalam melakukan penebangan 

- Pembayaran Fee Produksi dilakukan di kantor desa 

Untuk Kampung Long Tuyoq telah dilakukan tanggal 27 April 2023 
(18/KWS/CD/IV/2023) 

- Untuk hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat kampung 

dimohon dalam menyampaikan sesuatu masalah atau ada berita-berita lain, 

mohon semua pengurus desa dilibatkan untuk mendengarkan 

Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap 
mencakup pengertian, tujuan, penanggung jawab, tahapan kerja, dan dokumen.  

Hasil telaahan terhadap SOP Penyelesaian Konflik yang ada, masih belum seluruhnya 

mengacu pada PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V, seperti belum tersedia 

penilaian (score) untuk resolusi konflik dan tahapan resolusi konflik yang tertera pada 

Bab III dalam PermenLHK P.8 Tahun 2021 

Hasil wawancara dengan Petugas Bagian Kelola Sosial PT KWS, saat ini dalam 
penanganan penyelesaian konflik di lapangan dilakukan Manager Camp beserta Kabag 
dan Kasie Kelola Sosial melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat 
sekitar dan Muspika. 
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PBPH PT KWS memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah mengakomodir potensi 

konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum seluruhnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, dan belum disepakati oleh para pihak. 

c. Verifier 4.2.3 : Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT KWS telah memiliki kelembagaan penanganan konflik berdasarkan SK Direktur 

Utama Nomor 003/DIR-KWS/SMD/2026 tanggal 06 April 2026 tentang Struktur 

Organisasi Konflik PT KWS, dengan susunan sebagai berikut 

1) Koordinator ( Manager) : M. Bashori 

2) Penanggung jawab Eksternal : Ardiansyah 

3) Penanggung jawab sengketa wilayah : Kasenan 

4) Penanggung jawab Tata Batas Wilayah : M. Attharik 

5) Penanggung jawab Sarana Prasarana : Mardani 

6) Pihak Eksternal : kades, Ka Adat, Muspika 

 

Hasil telaahan terhadap Struktur organisasi yang ada, dalam struktur resolusi konflk 

tersebut telah dilengkapi dengan job description masing-masing jabatan. 

Sedangkan dalam pendanaan untuk resolusi konflik, PT KWS belum membuat 

anggaran rencana penyelesaian konflik secara khusus. 

Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik dengan 
masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan 
mengikutsertakan Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat setempat, serta mengikut sertakan 
Muspika dan instansi terkait lainnya. 

PBPH PT KWS memiliki lembaga penanganan resolusi konflik yang melibatkan para 
pihak dan PT KWS belum menyiapkan anggaran untuk penyelesaian konflik secara 
khusus. 

d. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2026), PT Karya Wijaya Sukses memiliki laporan 
penanganan potensi konflik berupa perladangan oleh masyarakat di dalam areal seluas 
1 Ha (tahun 2023) 
Rencana Penanganan Konflik Tenurial Tahun 2023 dalam kawasan yang telah memuat 
sasaran : 

a) Bentuk konflik 
b) Penyebab 
c) Penanganannya 

 
Pada periode audit penilikan ke-3, PBPH PT KWS belum membuat rencana resolusi 
konflik tahun 2024 ; 2025 dan 2026, yang berbasis dari hasil pemetaan konflik dan 
minimal memuat sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), 
serta belum memasukan rencana resolusi konflik dalam dokuemn RKUPH. 

 

e. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2026), PT KWS memiliki dokumen realisasi 
kronologis pelaksanaan penanganan konflik yang terjadi di arealnya, kronologis konflik 
yang ada pada periode sebelumnya yaitu : 
 
a. PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan penanganan konflik pada lahan 

perladangan yang dilakukan oleh a.n Tuluy di lahan adat a.n Paran Uring dan telah 
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dilakukan penyelesaian dengan membuat surat pernyataan tanggal 27 April 2023 
oleh a.n Tuluy yang melakukan perladangan di lahan adat a.n Paran Uring yang 
menyatakan bahwa saya sudah tidak menggarap lahan padi kami yang berada di 
lokasi blok camp PT Karya Wijaya Sukses seluas 1 Ha. 
 

b. Pada periode penilikan ke-3 (tahun 2024 – 2026), PT KWS belum menyusun 
rencana dan realisasi penanganan konflik, serta belum melaporkan kepada 
instansi berwenang. 

 
PBPH PT KWS telah menyusun realisasi kronologis penanganan konflik pada tahun 
2023, akan tetapi pada periode penilikan ke-3 (tahun 2024 – 2026), PT KWS tidak 
membuat rencana dan realisasi penanganan konflik, serta belum melaporkan kepada 
instansi berwenang. 
 

f Verifier 4.2.6 : Legalitas kemitraan konsesi hutan 

 Bobot : 2 

 NILAI : BURUK 

 Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-3 (tahun 2026), PT KWS memiliki dokumen kesepakatan 
kemitraan dengan kelompok masyarakat sebagi berikut : 
 
➢ Kesepakatan Bersama Kemitraan Konsesi antara PT Karya Wijaya Sukses 

dengan Kelompok Tani “TUYOQ LESTARI” Tanggal 17 April 2026, namun dalam 
kesepakatan tersebut belum mencantumkan : obyeknya kesepakatan, jenis 
kegiatannya, lokasi dan luasnya. 

 
Hasil telaahan terhadap Kesepakatan yang tersedia, PT KWS telah melakukan 
kerjasama kemitraan kemitraan dengan kelompok masyarakat, akan tetapi masih 
belum sesuai dengan rencana kemitraan konsesi yang tercantum dalam dokumen 
RKUPH PT KWS periode tahun 2025 – 2034 (meliputi : penanaman durian, karet, aren 
dll), baik jenis kegiatannya maupun lokasinya (serta belum sesuai dengan SK MenLHK 
No. 285 Tahun 2024). 
 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: ( 12 / 27 ) x 100 %  = 44,44 % (BURUK) 

 

 

3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 

antar para pihak 

a. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 

SDH oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT KWS memiliki dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, tertuang dalam : 
a) Peta sebaran desa dengan skala 1:150.000, areal PT KWS secara adminstratif 

berada di wilayah Kampung Long Tuyoq Kec. Long Panghai dan Kampung Batoq 
Kelo Kec. Long Bagun 

b) Tersedia Data Masyarakat Berburu dan HHNK tahun 2022, sedang untuk tahun 
2023 - 2025, tidak tersedia 

c) Tersedia dokumen profil Desa Batoq Kelo tahun 2022, sedang untuk desa Long 
Tuyoq tidak tersedia 
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d) Pada Tahun 2024 & 2025 tidak ada kegiatan kelola sosial dari PT KWS, karena 
tidak menyusun RKT (proses menyusun RKUPH) 

e) Terdapat Kesepakatan Bersama Kemitraan Konsesi antara PT Karya Wijaya 
Sukses dengan Kelompok Tani “TUYOQ LESTARI” Tanggal 17 April 2026, namun 
dalam kesepakatan tersebut belum disebutkan obyeknya, jenis, lokasi dan luasnya. 

f) Terdapat BA Serah Terima Bibit Coklat kepada masyarakat/kelompok masyarakat 
kampung Long Tuyoq 

g) Terdapat data karyawan PT KWS Bulan April Tahun 2026, terdapat 17 orang 
karyawan (2 orang dari lokal), atau sebesar 11,76 %  

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KWS belum memiliki informasi 

terkait dengan dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional PT KWS terhadap 

masyarakat sekitar areal serta dokumen yang ada masih belum diperbaharui. 

PBPH PT KWS memiliki sebagian dokumen/data   dan informasi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, namun tidak lengkap dan belum 

diperbaharui. 

 

b. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT KWS memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta ekonomi 
masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SOP Kelola Sosial (LOG-06/P-01-05) Rev. 5, tanggal revisi 9 Februari 2026, 
disusun oleh Ardiansyah, diperiksa oleh Muhammad Bashori dan disetujui oleh 
Setyo Puji Pranoto (Direktur) 

2. SOP Dana Kompensasi Kepada Masyarakat (LOG-06/P-02-05) Rev. 5, tanggal 
revisi 9 Februari 2026, disusun oleh Ardiansyah, diperiksa oleh Muhammad Bashori 
dan disetujui oleh Setyo Puji Pranoto (Direktur) 

3. SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan (LOG-06/P-04-05) Rev. 5 Tanggal revisi 9 
Februari 2026, disusun oleh Ardiansyah, diperiksa oleh Muhammad Bashori dan 
disetujui oleh Setyo Puji Pranoto (Direktur) 

4. SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (LOG-06/P-03-01) Rev.1 Tanggal revisi 9 
Februari 2026, disusun oleh Ardiansyah, diperiksa oleh Muhammad Bashori dan 
disetujui oleh Setyo Puji Pranoto (Direktur) 

5. SOP Seleksi dan Rekrutmen (HRD-01/P-01-00) tanggal 1 Desember 2014 

Hasil telaahan terhadap SOP yang ada untuk Referensi dan penanggung jawab masih 
belum relevan dan belum seluruh SOP telah disosialisasikan kepada masyarakat 
setempat. 

PBPH PT KWS telah melakukan Kemitraan dengan kelompok masyarakat (Kelompok 
Tani) sekitar akan tetapi PT KWS belum memiliki mekanisme yang mengatur perihal 
tersebut 

PBPH PT KWS memiliki sebagian prosedur yang mengakomodir peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dimana aktivitas masyarakat ke dalam 
areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diizinkan, namun belum 
seluruhnya disosialisasikan. 

c. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 

peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 
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Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT KWS memiliki dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas 

ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang 

dalam : 

1) RKUPH PT KWS periode 2025 - 2034 sesuai SK. Nomor : 4146 Tahun 2025, tanggal 
3 Juni 2025 

2) PT KWS memiliki RKTPH tahun 2026, akan tetapi tidak tersedia dokumen  2024 & 

2025 (sebagai dokumen rencana kegiaatan operasional di lapangan termasuk 

rencana kegiatan sosial) 

3) PT KWS tidak tersedia Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2024, 2025 dan 

2026 (realisasi kegiatan sosial sangat minim). 

4) Terdapat Kesepakatan Bersama Kemitraan Konsesi antara PT Karya Wijaya 

Sukses dengan Kelompok Tani “TUYOQ LESTARI” Tanggal 17 April 2026, namun 

dalam kesepakatan tersebut belum disebutkan obyeknya, jenis, lokasi dan luasnya. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT KWS 

telah menyusun program peningkatan ekonomi setempat dalam dokumen RKUPH 

namun tidak terdapat rencana kelola sosial tahun 2024 – 2025 dan tidak ada kegiatan 

operasional kelola sosial pada tahun 2024 -2025. 

PBPH PT KWS memiliki sebagian dokumen rencana pemegang PBPH mengenai 

kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat kurang lengkap dan tidak mengakomodir aspirasi masyarakat 

d. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 

peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

: PBPH PT KWS telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif 
masyarakat yang tertuang dalam : 

- Peningkatan ekonomi dalam dokumen kegitan kelola sosial (Tahun 2024 dan 2025) 
sebesar 0 % (tidak kegiatan sosial ) 

- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal Tahun 2025 - 2026 ( 2 dari 17 
karyawan), atau sebesar 11,76 %  

- Pengembangan usaha produktif belum ada, atau sebesar 0 % 
- Kerjasama kemitraan dengan kelompok tani ada 1 (satu) MoU dari rencana 4 

(empat) dari rencana di RKUPH, atau sebesar 25,00 % 
 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT KWS  sebesar: 

                            (0 + 11,76 + 25,00 ) % : 3 =  12,25 % (< 30 %) 

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi 
produktif berkelanjutan lainnya,mencapai antara 12,25 % (< 30%) dari rencana, tersedia 
rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 
 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

 ( 8 / 15 ) x 100 %  = 53,33 % (BURUK) 
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4. Indikator 4.4 : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku 

a. Verifier 4.4.1 : Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan Pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT KWS memiliki sebagian dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan 
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi :  

✓ Pembayaran fee produksi sesuai kesepakatan,  

✓ Bantuan BBM untuk kampung Long Tuyoq  

✓ Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat. 

Program kegiatan Kelola Sosial PT KWS sebagian besar masih berdasarkan 
proposal/usulan dari desa/masyarakat yang disampaikan ke perusahaan selanjutnya 
dimintakan persetujuan dari pimpinan, apabila disetujui baru dilaksanakan. 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar areal PT KWS, menjelaskan bahwa 
saat ini masih belum ada prioritas kegiatan sosial disebabkan belum ada kegiatan 
operasioanl dari PT KWS 

PBPH PT KWS memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan 
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya 
melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum 
komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, namun belum disepakati program prioritas. 

 

b. Verifier 4.4.2 : Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 

pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-3 (Tahun 2026), PT KWS memiliki dokumen rencana 

kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas 

sasaran yang jelas tertuang dalam dokumen : 

1. RKUPH PT KWS periode 2025 - 2034 sesuai SK.4146 Tahun 2025, tanggal 3 Juni 
2025, terdapat informasi kegiatan operasional PT KWS 10 tahun  

2. PT KWS memiliki RKTPH tahun 2026, akan tetapi tidak tersedia dokumen  2024 & 

2025 (sebagai dokumen rencana kegiaatan operasional di lapangan termasuk 

rencana kegiatan sosial) 

3. Tidak tersedia Rencana Operasional PT KWS tahun 2024, 2025 dan 2026 

(realisasi kegiatan sosial sangat minim) 

4. Terdapat Kesepakatan Bersama Kemitraan Konsesi antara PT Karya Wijaya 

Sukses dengan Kelompok Tani “TUYOQ LESTARI” Tanggal 17 April 2026, namun 

dalam kesepakatan tersebut belum disebutkan obyeknya, jenis, lokasi dan luasnya. 

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar diperoleh 
informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan 
dan program tanggung jawab sosial dari PT KWS, namun pada periode audit tahun 
2024 & 2025 tidak ada kegiatan sosial (tidak ada operasional). 
 
PBPH PT KWS memiliki sebagian dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang mencakup program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, 
sarana prasarana PBPH dan anggaran didasarkan hasil identifikasi, dan pada periode 
audit tidak ada kegiatan sosial. 
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c. Verifier 4.4.3 : Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan 

oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-3 (Tahun 2026), PT KWS memiliki mekanisme terkait 

implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antara lain : 

1) SOP Kelola Sosial (LOG-06/P-01-05) Rev. 5, tanggal revisi 9 Februari 2026, disusun 

oleh Ardiansyah, diperiksa oleh Muhammad Bashori dan disetujui oleh Setyo Puji 

Pranoto (Direktur) 

2) SOP Dana Kompensasi Kepada Masyarakat (LOG-06/P-02-05) Rev. 5, tanggal 

revisi 9 Februari 2026, disusun oleh Ardiansyah, diperiksa oleh Muhammad Bashori 

dan disetujui oleh Setyo Puji Pranoto (Direktur) 

3) SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan (LOG-06/P-04-05) Rev. 5 Tanggal revisi 9 

Februari 2026, disusun oleh Ardiansyah, diperiksa oleh Muhammad Bashori dan 

disetujui oleh Setyo Puji Pranoto (Direktur) 

4) SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (LOG-06/P-03-01) Rev.1 Tanggal revisi 9 

Februari 2026, disusun oleh Ardiansyah, diperiksa oleh Muhammad Bashori dan 

disetujui oleh Setyo Puji Pranoto (Direktur) 

Seluruh prosedur telah mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggung 
jawab,definisi, prosedur kerja, dokumen.  
Prosedur yang tersedia belum mengacu kepada peraturan yang terbaru seperti peraturan 
mengenai perhutanan sosial SK MenLHK Nomor P.9/2021 dan SK. MenLHK Nomor 285 
Tahun 2024, Referensi dan Penanggung jawab dari SOP ini masih belum relevan 
dengan kondisi di lapangan. 
PBPH PT KWS memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab perusahaan kepada 
sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program prioritas memuat tugas dan 
tanggung jawab para pihak, namun belum sesuai ketentuan dan peraturan yang 
berlaku. 
 

d. Verifier 4.4.4 : Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan 

oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-3 (Tahun 2026), PT KWS telah melakukan kegiatan 
sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 

1. Pada periode audit tahun 2024 & tahun 2025 PT KWS tidak melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak kerena tidak ada kegiatan 

operasional PT KWS (RKT tidak terbit) 

2. Kegiatan Sosialisasi Management dan Kegiatan Sosial tahun 2026 meliputi : 

a) Pertemuan dengan Aparat Desa Long Tuyoq, di Samarinda tanggal 17 Juni 

2026 

b) Koordinasi Bersama Sekertaris Desa/diwakilkan, di Kampung Long Tuyoq 

tanggal 20 Juni 2026 

c) Kunjungan ke Gedung Serba Guna PKK Kampung Long Tuyoq, tanggal 20 

Juni 2026 

d) Pertemuan dengan warga RT 03 an. Samuel, tanggal 20 Juni 2026, 

pengecekan lokasi ladang ybs. 

PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
kampung  Long Tuyoq, dimana dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang telah dibuat hasil identifikasi namun belum ditentukan program 
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prioritasnya (tidak ada realisasi kegiatan) dan untuk tahun 2024 dan 2025 belum 
dilakukan sosialisasi. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT KWS 
telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak (kampung Long Tuyoq), akan 
tetapi tidak disampaikan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan PT 
KWS kepada masyarakat binaan. 

PBPH PT KWS telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait 
program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan dan tersedia sebagian bukti 
proses, serta hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. 

e. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 

PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke - 3 (Tahun 2026), PT KWS tidak memiliki rencana kegiatan 
Kelola Sosial, namun terdapat realisasi kegiatan sosial meliputi : 
a) Bantuan bibit Kakao kepada Masyarakat/Kelompok Tani desa Long Tuyoq 

terhadap 31 penerima dengan jumlah 1.524 batang 
b) Kesepakatan Bersama Kemitraan Konsesi antara PT Karya Wijaya Sukses dengan 

Kelompok Tani “TUYOQ LESTARI” Tanggal 17 April 2026, akan tetapi dalam 
kesepakatan tersebut belum disebutkan obyeknya, jenis, lokasi dan luasnya. 

c) Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal oleh PT KWS tahun 2026, sebesar 11, 76 % ( ada 
2 karyawan lokal dari 17 karyawan) 

 
Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT  KWS tahun 2024 - 2025, masih minim dan 
PT KWS belum menyusun laporan realisasi kegiatan kelola sosial yang dibuat setiap 
semester, dan belum dilaporkan kepada instansi berwenang (Dinas Kehutanan Prov. 
Kaltim dan BPHL XIII Samarinda terdapat bukti tanda terima) 
 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

 (16 / 24 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 

5. Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga 

Kerja 

a. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT KWS memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya dan 
implmentasinya tertuang dalam:  

• Peraturan Perusahaan (PP) PT Karya Wjaya Sukses periode tahun 2023 - 2025, 
yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kab. Kutai Barat Nomor: 
500.15.12.1/821/DTKT-BHI/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dengan masa berlaku 
sampai 18 April 2025, dan telah disosialisasikan kepada karyawannya pada 
tanggal 10 September 2024 (peserta 13 orang) 

• Pada periode audit penilikan ke-3, tidak tersedia dokumen Peraturan Perusahaan 
yang masih berlaku yang telah disah oleh Disnakertrans, PT KWS baru 
mengajukan permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan periode tahun 2026 
– 2028, kepada Disnakertrans Prov. Kaltim tanggal 13 Mei 2026 ( dengan tanda 
terima tanggal 20 Mei 2026) 

• Di lingkungan PT Karya Wijaya Sukses, setelah ganti manajemen belum terbentuk 
Serikat Pekerja, namun terdapat Surat Pernyataan dari Direktur Utama Nomor : 
010/DIR.KWS/JKT/I/2026 tanggal 20 Januari 2026, tentang Setiap Karyawan PT 
KWS dberikan kebebasan untuk membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
Indonesia (SBI). 
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• PT KWS telah terdaftar dalam organisasi pengusaha APHI dengan nomor 
keanggotaan nomor : 226 

• PT KWS tidak memiliki dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan, yang 
disampaikan kepada instansi terkait. 

• PT KWS tidak memiliki mekanisme terkait penyelesaian keluh kesah dari pihak 
karyawannya 

• Terdapat contoh SPK karyawan an. Kamilus, tidak sesuai dengan peraturan yang 
berlaku (dalam SPK disebutkan Pihak Karyawan diikutsertakan program BPJS TK 
dan BPJS Kesehatan, namun faktanya di ikutsertakan) 

• PT KWS memilikinsebagian Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan 
yang belaku 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT KWS (an. KML dan NRT), diperoleh 
informasi bahwa PT KWS memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial, serta 
baru sebagian diimplementasikannya. 

PBPH PT KWS memiliki sebagian dokumen terkait sarana hubungan industrial yang 
legal, dan memiliki sebagian mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial yang disepakati 

b. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT KWS memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam 
Peraturan Perusahaan (PP) PT KWS Periode Tahun 2023 - 2025, Bab III Pasal 7 tentang 
Jenjang Karir Karyawan. 

Implementasi jenjang karir terhadap karyawan PT KWS sebagai berikut : 

Tahun 2024 :  

✓ Tidak ada implementasi jenjang karir, belum ada kegiatan operasional tidak ada 
RKTPH 

Tahun 2025 :  

✓ Belum ada promosi atau peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya karena 
tidak ada kegiatan operasional 

Tahun 2026 : 

✓ Terdapat SK Manager Camp Nomor 003/KWS-LB/SK/II/2026 tanggal 27 April 2026 
tentang Promosi an. Dimas dari Jabatan Staff Logistik menjadi Kepala Urusan 
Logistik terhitung mulai 1 Maret 2026 

Berdasarkan struktur organisasi PT KWS, masih banyak ditemukan jabatan yang masih 
kosong (belum terisi) serta karyawannya semuanya berstatus sebagai karyawan 
kontrak (PKWT), serta sebagian besar rangkap jabatan dan Ganis PHL masih belum 
mencukupi sesuai ketentuan. 

Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PBPH PT SRL telah memiliki 
dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan 
dan SOP terkait Jenjang Karir, namun baru sebagian diimplementasikan. 

c. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses memiliki mekanisme terkait Peningkatan Kompetensi karyawan 
yang  tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) periode 2023 - 2025 Bab VI Pasal 17 
dan 18 tentang Pengembangan Kemampuan Karyawan. 
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PT KWS memiliki rencana dan realisasi pengembangan kompetensi SDM untuk 
mendukung jenjang karir karyawan melalui pelatihan, sebagai berikut : 
1. Tahun 2024, realisasi pelatihan mencapai =  100 % ( rencana 16 orang dan 

terealisasi 16 orang) 
2. Tahun 2025, realisasi pelatihan mencapai =  92,86 % (rencana 26 orang dan 

terealisasi 25 orang) 
Rata -rata  sebesar = 96,43 % 

Berdasarkan tabel tersebut PT KWS telah merealisasikan pengembangan kompetensi 

SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi, rata-rata sebesar 96,43 % 

dari rencana, akan tetapi masih terdapat kekurangan GANIS PHL namun belum ada 

rencana pelatihan dan belum ada rencana pelatihan yang lainnya seperti : Pelatihan 

Dalkarhutla, Pemetaan Konflik dll. yang sangat diperlukan perusahaan. 

PBPH PT KWS memiliki pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi 

pada jenjang karir atau kebutuhan promosi, dan terealisasi rata-rata 96,43 %, namun 

demikian masih terdapat kekurangan GANIS PHL tapi tidak ada rencana pelatihan dan 

dan belum ada rencana pelatihan lainnya seperti : Pelatihan Dalkarhutla, Pemetaan 

Konflik. 

d. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

: Tunjangan kesejahteraan karyawan PT KWS dan implemnatsasi meliputi : 

a) Perjanjian Perusahaan (PP) PT KWS Periode 2023 - 2025 Bab VIII Pasal 22 - 25 

tentang Tunjangan Kesejahteraan Karyawan 

b) SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.491/2025 tanggal 24 Desember 2025 

tentang UMK Kutai Barat Tahun 2026 sebesar 4.231.617,40. 

c) Contoh Slip Gaji karyawan terendah an. KML, gaji dan TUM yang diterima 

karyawan sama UMK Kab. Mahakam Ulu yang berlaku . 

d) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Maret 2026 sebesar Rp. 

3.252.180,- dan bulan April 2026 sebesar Rp. 3.252.180,- contoh kartu BPJS 

Ketenagakerjaan an. Ardiansyah 

e) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Maret Rp. 1.495.970,- dan bulan April 

2026 sebesar Rp. 1.495.970,  contoh kartu BPJS Kesehatan an. M. Bashori 

f) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp PT KWS  Camp Produksi dan Camp Sei 

Paluq, secara umum kurang memadai (terutama Camp Sei Paluq), kondisi 

mess karyawan yang ada merupakan camp lama dan sangat minim 

fasilitasnya,  terkait fasilitas kesehatan di camp Sei Paluq tidak tersedia Klinik 

perusahaan dan apabila ada karyawan yang sakit langsung di rujuk ke Puskesmas 

Pembantu  terdekat di desa terdekat (Long Tuyuq atau Batuq Kelo). 

 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. KLM dan NRT ) dan bagian HRD PT KWS 

diperoleh informasi bahwa, PT KWS memiliki  kebijakan terkait : pengupahan, 

kepesertaan BPJS dan fasilitas karyawan lainnya namun belum seluruhnya diterapkan 

sesuai standar yang berlaku (terutama fasilitas yang ada di Camp Sei Paluq 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

 (12 / 18 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 
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Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang 
dicapai = 32 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 50,79 % dengan perhitungan sebagai 
berikut : 
 

No. ASPEK Indikator Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai 

Kematangan 

Indikator 

Nilai Kinerja 

Indikator Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Baik  3 3 

1.2 Buruk  1 3 

1.3 Buruk  1 3 

1.4 Sedang 2 3 

1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Buruk 1 3 

2.2 Buruk 1 3 

2.3 Buruk 1 3 

2.4 Buruk 1 3 

2.5 Buruk 1 3 

2.6 Buruk 1 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Baik 3 3 

3.2 Sedang 2 3 

3.3 Buruk 1 3 

3.4 Buruk 1 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 

4.2 Buruk 1 3 

4.3 Buruk 1 3 

4.4 Sedang 2 3 

4.5 Sedang 2 3 

Jumlah 32 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL ( 32 / 63 ) x 100% = 50,79 % 

BURUK 
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4.2 HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 
 

1. PRINSIP 1 : Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

a. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Selama periode audit penilikan ke-3 (Oktober 2024 s/d April 2025) keberadaan dokumen legal 

perizinan yang dimiliki PT KWS terkait kegiatan usaha di bidang kehutanan adalah lengkap, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ; 

Areal kerja PBPH PT KWS seluas ± 17.885 Hektar secara keseluruhan sesuai dengan SK 

Perpanjangan PBPH oleh Menteri LHK No. 336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021, tanggal 22 Juni 

2021 dengan jangka hak pengelolaan hutan alam selama 35 tahun sejak tanggal 27 Desember 

2026 s/d 26 Desember 2056 

b. Verifier 1.1.1.b : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika 

tidak ada) 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Terdapat data dan atau informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan PBPH PT KWS yaitu jalan umum milik pemerintah atau jalan PU yang melintas di 

dalam areal kerja PT KWS sepanjang ±10 KM dengan status APL atau seluas 41 Ha.  

Data APL diatas sesuai dokumen RKUPH Periode 2025-2034 PT KWS pada Tabel Penataan 

Areal Kerja (PAK) PT KWS yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan No. 4146 tanggal 3 

Juni 2025;  

Dan sesuai informasi dari MR bahwa seharah awalnya jalan PU tersebut adalah jalan produksi 

(jalan utama) yang dibuat dan digunakan oleh PT KWS dalam operasionalnya dan status 

kawasan adalah Hutan Produksi (HP);  namun dengan terbitnya SK Persetujuan RKUPH 

Periode Tahun 2025-2034, maka terdapat perubahan kawasan dari HP menjadi APL seluas 

41 Ha, seperti yang tergambar di Peta RKUPH Periode Tahun 2025-2034 PT KWS Skala 1 : 

50.000.  

Acuan perubahan kawasan HP ke APL tersebut telah disebutkan pada Tabel PAK RKUPH 

Periode Tahun 2025-2034 PT KWS yaitu SK.MenLHK  No. 548 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 

2024 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan 

Penunjukan Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP 

Kalimantan Timur,  

Sehingga dapat disimpulkan sejak terbitnya RKUPH Periode 2025-2034 pada bulan Juni 2025, 

pada areal kerja PT KWS terdapat penggunaan kawasan diluar kegiatan PBPH yaitu berupa 

jalan umum (APL) yang melintasi areal kerja PT KWS sepanjang ±10 KM.atau seluas 41 Ha. 

 

2. PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

a. Verifier 2.1.1.a : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 

lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Dokumen RKUPH yang dimiliki PT KWS selama periode audit (Oktober 2024 s/d April 2026) 

tersedia lengkap dan sah, sesuai dengan hasil verifikasi 2 (dua) dokumen RKUPH yang dimiliki 

PT KWS  dan lampiran lampiran nya, sebagai berikut : 

1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Periode 2015-2024 berbasis IHMB yang telah 

disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.57/BUHA-2/2014 

tanggal 9 Desember 2014, yang disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, 

ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam; Ir. HERRY PRIJONO, MM. NIP. 19560425 198203 

1 010 atas nama Menteri Kehutanan; beserta lampiran Peta lampiran Skala 1:50.000; 

2. Terdapat dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2025 – 2034 Nomor : 4146 Tahun 2025, 

tanggal 3 Juni 2025 oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; Laksmi Wijayanti, 

NIP.19690205 1999503 1 001 atas nama Menteri Kehutanan; berserta Peta Lampiran 

Skala 1 : 50.000 

3. Terdapat GanisPH Canhut yang menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2025 s/d 

2034 yaitu Sdr. Rizki Nugraha (Reg. 01240021045) dan diketahui oleh Direktur Utama 

PT KWS yaitu Sdr. Setyo Puji Pranoto; 

4. Terdapat Pakta Integritas ber materai yang dibuat oleh Sdr. Rizki Nugraha (Reg. 

01240021045) dan diketahui oleh Direktur Utama PT KWS yaitu Sdr. Setyo Puji 
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Pranoto ; yang menyatakan secara benar bahwa data yang tercantum di dokumen 

RKUPH dapat dipertanggungjawabkan dan bila pelanggaran bersedia dikenakan 

sanksi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. 

 

b. Verifier 2.1.2.a : Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, meliputi : 

• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 
IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang 
kehutanan 

• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan 
oleh pejabat yang berwenang. 

• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Dokumen RKUPH 

Berdasarkan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPH PBPH PT KWS, maka  

diketahui selama periode audit (Oktober 2024 s/d April 2026) terdapat 2 (dua) dokumen 

RKUPH dan hasil nya dinyatakan lengkap dan sah, serta benar disusun oleh tenaga 

professional di bidang kehutanan, yaitu GanisPH Canhut. Sdr. Rizki Nugraha (Reg. 

01240021045) 

 

Dokumen RKTPH 

Berdasarkan verifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen RKTPH PT KWS selama 

periode audit (Oktober 2024 s/d April 2026), maka diketahui kinerja PT KWS pada audit 

penilikan ke-3 sebagai berikut : 

1. Audite tidak menyusun dan menerbitkan RKTPH Tahun 2024 melalui SIPASHUT; 

2. Audite tidak menyusun dan menerbitkan RKTPH Tahun 2025 melalui SIPASHUT; 

padahal PT KWS telah mendapat Surat dari Dirjen PHL No. 

S.319/PHL/PUPH/PHL_03.06/B/10/2025 tanggal 3 Oktober 2025, tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Pengusahaan Hutan Tahunan  (sebagai peringatan);. 

3. Audite telah menyusun dan menerbitkan RKTPH Tahun 2026 melalui  SIPASHUT, sesuai 

dengan SK Persetujuan RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026 (oleh Dirut PT KWS Bpk. 

Setyo Puji Pranoto) dengan No. 020/RKT/KWS-JKT/V/2026 tanggal 20 Mei 2026  

 

Kelengkapan data dokumen RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026 yang disampaikan sebagai 

bukti tindakan perbaikan LKs dan menjadi lampiran dokumen SK Persetujuan RKTPH Tahun 

2026 tersebut antara lain : 

1. Berita Acara PAK RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026  

2. Laporan PAK RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026 

3. Peta RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026 Skala 1 : 50.000 

 

Pada dokumen RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026 telah tercantum nama GanisPH Canhut 

sebagai penyusun RKTPH Tahun 2026 yaitu Sdr. Rizki Nugraha (Reg. 01240021045) dan 

disetujui oleh Direktur Utama PT KWS yaitu Sdr. Setyo Puji Pranoto. 

Hasil observasi di lapangan (blok/petak RKTPH Tahun 2026) ditemukan penandaan batas blok 

berupa papan nama Blok RKTPH 2026 dan tanda cat merah strip /// pada batang pohon 

yang dilewati batas blok sedang tanda batas petak RKTPH 2026 yaitu memakai cat merah 

strip //.pada batang pohon yang dilewati batas petak 

 

c. Verifier 2.2.1.a : Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Sesuai dengan hasil audit verifier 2.1.2.a terkait dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH), 

maka diketahui bahwa PT KWS selama periode audit penilikan ke-3 (Oktober 2024 s/d April 

2026) hanya berhasil menyusun dan atau menerbitkan 1 (satu) dokumen RKTPH yaitu RKTPH 

Tahun 2026 via SIPASHUT dengan SK Persetujuan No. 020/RKT/KWS-JKT/V/2026 tanggal 

20 Mei 2026. 
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Terdapat kelengkapan dandokumen sebagai bukti pelaksanaan di lapangan terkait Laporan 

Hasil Cruising RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026 beserta lampirannya yang disampaikan 

oleh audite guna memenuhi LKs, meliputi : 

1. Berita Acara ITSP RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026; 

2. Data LHC per Petak RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026 (no.petak P21; Q20; Q21; dan 

R20); 

3. Data Rekapitulasi LHC Blok RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026 (Luas Blok : 303 Ha); 

4. Peta Sebaran Pohon per Petak Skala 1 : 1.000; dan 

5. 25 pcs foto penandaan ID barcode pada batang Pohon hasil kegiatan ITSP.di Blok/Petak 

RKTPH Tahun 2026. 

 

Sehingga dengan demikian bukti pelaksanaan kegiatan ITSP yang menghasilkan data LHC 

RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026  serta kelengkapannya termasuk implementasi 

penandaan pohon ID Barcode di lapangan telah dipenuhi oleh audite  

 

d. Verifier 2.2.1.b : Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang 

boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Terdapat Peta RKTPH PBPH Tahun 2026 PT KWS Skala 1 : 50.000 yang dibuat GanisPH 

Canhut Sdr. Rizki Nugraha (Reg. 01240021045), dan Diketahui oleh Dirut PT KWS, Sdr. 

Setyo Puji Pranoto. 

 

Dimana pada Peta RKTPH PBPH PT KWS Tahun 2026 Skala 1 : 50.000 tersebut telah memuat 

atau mencakup areal yang boleh ditebang (blok RKTPH 2026) dan areal tidak boleh 

ditebang yang sudah ditetapkan pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2025-2034  oleh Dirut 

PT KWS sesuai SK Zona Perlindungan dan Konservasi seluas 5.187 Ha dengan No. 

003/DIRUT-KWS/Kpts/I/2026, tanggal 6 Januari 2026, yang meliputi kawasan lindung sebagai 

berikut : 

1. KPPN seluas 403 Ha 

2. KPSL seluas 373 Ha 

3. Cagar Alam (CA) seluas 13 Ha 

4. Hutan Suaka Alam (HSA) seluas 29 Ha 

5. Buffer Zone CA, HSA, HL seluas 2.572 Ha 

6. Kelerengan ˃ 40 % seluas 775 Ha 

7. Sempadan Sungai seluas 323 

8. PUP seluas 198 Ha; 

9. Tegakan Kebun Benih seluas 401 Ha 

10. Plot Penelitian seluas 100 Ha. 

 

Hasil observasi lapangan telah di temukan penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang 

atau kawasan lindung pada Peta RKTPH 2026 yaitu  

Plang/Patok Sempadan Sungai Paluq terbuat dari plastic banner warna putih  ukuran 100 

cmm x 120 cm dan tulisan cetak warna hitam dengan titik koordinat 00° 50’ 56,6” N; 114° 

51’ 43,4” E 

 

Sehingga demikian PT KWS memiliki Peta RKTPH 2026 Skala 1 : 50.000 yang dibuat sesuai 

prosedur dan disahkan, serta penandaan batas batas di lapangan  yang mencakup areal yang 

boleh ditebang dan areal tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dapat ditemui secara jelas di 

lapangan 

 

e. Verifier 2.2.1.c : Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 

implementasinya di lapangan 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Terdapat Peta RKTPH PBPH Tahun 2026 PT KWS Skala 1 : 50.000 yang dibuat GanisPH 

Canhut Sdr. Rizki Nugraha (Reg. 01240021045), dan Diketahui oleh Dirut PT KWS, Sdr. 

Setyo Puji Pranoto.  
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Penggambaran lokasi Blok dan Petak RKTPH Tahun 2026 pada Peta RKTPH PBPH PT KWS 

Tahun 2026 Skala 1 : 50.000 tersebut sesuai dengan Peta RKUPH Periode Tahun 2025 – 

2034 PBPH PT KWS Skala 1 : 50.000, yaitu pada Blok XII (2026) seluas 303 Ha dan terdiri 

dari 4 (empat) petak tebangan antara lain P21; Q20; Q21; dan R20. 

 

Terdapat Berita Acara Pelaksanaan PAK PT KWS No. 018/SMD-KWS/IV/2026 yang dibuat 

tanggal 20 April 2026 oleh Sdr. Kasenan sebagai ketua tim dengan anggota 5 orang untuk 

membuat Blok RKTPH Tahun 2026 selama 6 hari (13 s/d 18 April 2026). 

 

Terdapat Laporan PAK URKTPH Tahun 2026 yang berisi kegiatan PAK tahun 2026 seluas 299 

Ha dengan panjang trayek 14,23 KM, yang meliputi petak P21; Q20; Q21; dan R20 

 

Berdasarkan hasil observasi lapangan maka ditemukan penandaan blok/petak tebangan 

RKTPH 2026 rincian sbb : 

1. Ditemukan Plang/papan nama Blok RKTPH 2026 yang terbuat dari plastik baner ukuran 

100 cm x 120 cm dan tulisan huruf dicetak di ber warna biru dan hitam ditopang memakaii 

kayu papan 10 cm x 15 cm yang di berdirikan di batang pohon dengan titik koordinat : 00° 

51’ 09,5” N; 114° 51’ 41,6” E; 

2. Ditemukan Pal batas antar blok RKTPH 2026 (P21) dan RKTPH 2025 (O21) yang terbuat 

dari plastik baner ukuran 110 cm x 120 cm dan tulisan huruf dicetak di ber warna biru dan 

hitam ditopang memakaii kayu papan 10 cm x 15 cm yang di berdirikan di batang pohon 

dengan titik koordinat : 00° 51’ 09,5” N; 114° 51’ 41,6” E 

 

PT. KWS telah menata batas Blok dan Petak RKTPH 2026 di lapangan terlihat jelas namun 

pembuatan batas blok/petak di lapangan tidak keseluruhan sesuai dengan SOP Penataan 

Areal Kerja dan SOP  Pal Batas, Papan Nama dan Rambu Lalu Lintas, terutama bahan 

papan nama blok RKT, yaitu harusnya dari kayu papan semua dengan ukuran 100 cm x 

120 cm, bukan plastik banner. 

 

f. Verifier 2.2.1.d : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : N/A (Not Applicable) 

Uraian singkat 

justifikasi 

: PT Karya Wijaya Sukses merupakan PBPH di hutan produksi yang memanfaatkan kayu hutan 

alam dengan sistem silvikultur TPTI dan SILIN.  

 

Areal kerja PBPH  PT Karya Wijaya Sukses sejak terbit SK Perpanjangan PBPH pada tahun 

2021 seluas ± 17.885 Ha,  dimana seluruhnya berupa hutan alam pada hutan produksi dan 

tidak melakukan pemanfaatan kayu alam pada areal yang digunakan untuk penyiapan lahan 

yang diizinkan untuk pembangunan budidaya Hutan Tanaman Industri (HTI). 

 

Dengan demikian maka verifier 2.2.1.d. tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A). 

 

3. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

a. Verifier 3.1.1.a : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Berdasarkan informasi MR bahwa PT KWS selama periode audit penilikan ke-3 (Oktober 2024 

s/d April 2026) tidak membuat atau menerbitkan dokumen LHP   dari RKTPH, baik RKTPH 

Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026; 

Hal ini disebabkan RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak disusun atau diterbitkan dan 

RKTPH Tahun 2026 baru disusun dan diterbitkan atau mendapatkan SK Persetujuan pada 

tanggal 20 Mei 2026 melalui SIPASHUT, dengan No. 020/RKT/KWS-JKT/V/2026 tanggal 20 

Mei 2026, seperti hasil verifier 2.1.2.a. 

  

Sehingga untuk verifikasi dokumen LHP PT KWS pada audit penilikan ke-3 masih 

menggunakan dokumen LHP yang dilakukan verifikasi saat audit penilikan ke-2 tahun 2024 

dan penilikan ke-1 tahun 2022, dimana dokumen LHP yang di verifikasi merupakan hasil 
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tebangan dari Blok/Petak RKTPH Tahun 2021, yaitu dengan total LHP sebanyak 589 batang 

dengan volume 4.578,49 M3, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pada bulan Oktober 2021, sebanyak 4 set LHP berisi 189 batang dan volume 1.433,79 

M3; dan 

2. Pada bulan Desember 2021, sebanyak 5 set LHP berisi 400 batang dan volume 3.144,70 

M3; 

Petugas Pembuat LHP PT KWS pada saat itu adalah GanisPH PKB bernama Bagus Dita 

Anggriawan dengan No. Reg. 04210003082 dan pembuatan LHP sesuai dengan Buku 

Ukur yang dibuat pada bulan yang sama yaitu :  

1. Bulan Oktober 2021 sebanyak 5 set BU berisi 189 batang dan volume 1.433,79 M3; dan 

2. Bulan Desmber 2021 sebanyak 2 set BU berisi 400 batang dan volume 3.144,70 M3 

Sesuai dengan penjelasan MR bahwa PT KWS selama periode audit penilikan ke-3 (Oktober 

2024 s/d April 2026) tidak ada kegiatan hauling untuk mengangkut kayu dari TPK Hutan KM 

24 ke TPK Antara Batu Keloq dan atau tidak memanfaatkan kayu untuk dipakai sendiri (DKDS). 

 

Sehingga jumlah stok kayu di TPK Hutan KM 24 masih sama dengan LMKB per 30 

September 2024 pada saat audit penilikan ke-2, yaitu 660 batang dengan volume 5.205,77 

M3.  

Yang membedakan dengan audit penilikan ke-3, bulan Mei 2026, yaitu saat observasi di 

lapangan diketahui bahwa sebagian besar kondisi fisik stok kayu di TPK Hutan KM 24 sudah 

rusak karena proses pelapukan dan karena ditumbuhi semak belukar; selain itu identitas kayu 

berupa ID Barcode dan nomor produksi di bontos kayu tidak terbaca baik karena sudah kabur 

dan hampir terhapus. 

 

Sehingga melihat kondisi fisik kayu di TPK Hutan KM 24 secara langsung maka kami putuskan 

untuk tidak melakukan uji petik pengukuran kayu gna mendapatkan perhitungan kesesuaian 

jumlah stok kayu, seperti audit penilikan ke-2 tahun 2024.dengan alasan untuk menghindari 

kesalahan pengukuran yang mengakibatkan selisih ukuran semakin besar dan kesalahan baca 

identitas yang sudah kabur yang mengakibatkan kesalahan penentuan jenis, dst.  

 

Hasil verifikasi terkait sarana dan prasarana SIPUHH di lokasi PT KWS, maka terdapat 

kekurangan sebagai berikut : 

 

1. PT KWS telah memiliki SK Operator SIPUHH bernama Rizky Nugraha, namun tidak 

berada ditempat dan saat dilakukan uji coba menjalankan SIPUHH PT KWS oleh 

Sdr.Tulus Zainul Rosyidi, GanisPKB dengan No. Register 23240021054, diketahui 

bahwa SIPUHH bisa dibuka sesuai Hak Akses (baik via akun OPR dan akun MJM), 

namun saat membuka stok kayu/bucking TPK Hutan untuk mengetahui berapa jumlah 

stok kayu TPK Hutan yang benar versi SIPUHH, maka menemui kendala karena belum 

bisa dibuka/tidak aktif sehingga untuk cros cek kebenaran data LMKB TPK Hutan per 

tanggal 30 September 2024 (saat audit penilikan ke-2) belum bisa diketahui melalui 

SIPUHH PT KWS; 

2. Jumlah GanisPH PKB belum sesuai kebutuhan petugas PUHH (P2LHP;P2SKSHHK; 

dan P3KB) agar RKT 2026 bisa beroperasi, dan PT KWS baru mempunyai 1 (satu) orang 

yaitu Sdr.Tulus Zainul Rosyidi, GanisPKB dengan No. Register 23240021054 sesuai 

Surat Persetujuan Penugasan GanisPH Nomor : 130226039 dari BPHL Wilayah XIII 

Samarinda, tertanggal 10 Februari 2026, namun belum memiliki Surat Penempatan 

Petugas PUHH dari Direktur Utama PT KWS untuk RKTPH Tahun 2026; 

3. SK Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara untuk RKTPH PT KWS Tahun 2026; 

4. Kekuatan jaringan internet belum bisa mendukung kelancaran pelaporan yang melalui 

Sistim Informasi Manajemen milik Kementerian Kehutanan, termasuk SIPUHH Online. 

 

b. Verifier 3.1.2.a : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 

angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Sesuai hasil verifikasi keberadaan dokumen LHP PT KWS pada verifier 3.1.1.a  maka diketahui 

PT KWS selama periode audit penilikan ke-3 (Oktober 2024 s/d April 2024) selain tidak 
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membuat dokumen LHP, audite juga  tidak melakukan pengangkutan stok kayu lama dari TPK 

Hutan KM 24 ke TPK Antara I Batoq Kelo dan lanjutannya ke Industri yang menggunakan 

dokumen angkutan yang sah (SKSHHK). 

Namun sesuai hasil audit penilikan ke-2 tahun 2024 PT KWS telah dinilai memiliki kompetensi 

dalam pendokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan yang berlaku  (SIPUHH 

Online), yaitu pernah menerbitkan SKSHHK pada RKT Tahun 2019 dan RKT 2020, dan hasil 

verifikasi audit penilikan ke-2 terhadap penerbitan dokumen angkutan sebagai berikut : 

 

1. Terdapat petugas penerbit SKSHHK atas nama Mujahidin Wahab Register 00128-

11/PKB-R/XX/2010; 

2. Pada periode Juli s.d. November 2019 terdapat penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan 
Km 24 menuju TPK Antara I Batoq Kelo yaitu sebanyak 94 set dokumen SKSHHK terdiri 
atas 331 batang dengan volume sebesar 1.862,96 m3; 

3. Pada periode Mei 2020 terdapat penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara I Batoq Kelo 
menuju TPK Antara II Muara S. Buyun yaitu sebanyak 7 set dokumen SKSHHK terdiri 
atas 331 batang dengan volume sebesar 1.862,96 m3; 

4. Pada periode Mei 2020 terdapat penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara II Muara S. 
Buyun menuju Industri yaitu sebanyak 1 set dokumen SKSHHK terdiri atas 331 batang 
dengan volume sebesar 1.862,96 m3.. 

Kelengkapan sarana dan prasarana SIPUHH yang belum dipenuhi oleh PT KWS apabila 

kegiatan produksi di blok/petak RKTPH PT KWS Tahun 2026 akan dijalankan sejak diterbitkan 

tanggal 20 Mei 2026, yaitu :  

1. Kecukupan GanisPH PKB untuk memenuhi persyaratan penugasan dan atau 

penempatan petugas PUHH sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2. SK Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara untuk kayu yang berasal dari blok/petak 

RKTPH Tahun 2026; 

3. Updating SIPNBP terkait SIPATOK dengan melaporkan helpdesk melalui website terkait 

penerapan SIPATOK sesuai Permenhut No.2 Tahun 2025 dan SE No.13 Tahun 2026 

tentang Pemberlakuan SIPATOK 

 

c. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 

pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: 
Sesuai dengan hasil verifier 3.1.1.a dan 3.1.2.a maka diketahui bahwa PT KWS selama 
periode audit penilikan ke-3 (Oktober 2024 s/d April 2026) tidak ada kegiatan produksi dan 
kondisi ini terjadi pada periode audit penilikan ke-2 tahun 2024. 

Kemudian melihat kondisi stok kayu di TPK Hutan KM 24 yang rusak (melapuk) dan identitas 
ID Barcode pada bontos kayu sudah kabur atau tidak terbaca jelas, maka akan sulit untuk 
melakukan penelusuran atau lacak balak terhadap kayu kayu hasil tebangan lama (dari 
RKTPH Tahun 2021), apalagi melakukan lacak balak ke lapangan sampai ke tapak atau 
tunggul (bekas pohon tebangan). 

Saat audit penelusuran kayu secara administrasi melalui SIPUHH terkendala karena tidak aktif 
walaupun bisa dibuka sesuai Hak Akses yang dimiliki PT KWS (id/username dan password), 
baik untuk Operator (OPR) maupun Manajemen (MJM). 

Dengan demikian untuk verifier 3.1.3.a mengunakan data hasil audit penilikan ke-2 tahun 2024 
yang masih Applicable, yaitu PT KWS telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui 
SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada tunggul dan bontos kayu, melalui 
penelusuran kayu secara administrasi via SIPUHH tahun 2024, terhadap 11 batang kayu , 
sebagai berikut : 

No 
No 

Produks
i 

Barcode Jenis 

SKSHK TPK 
Hutan KM 24 
- TPK KM 0 
Batu Kelau 

SKSHK TPK 
BATU KELAU 

(Rakit) 

SKSHK TPK S. 
Buyun - 
Industri 

No 
LHP 

Tangga
l LHP 

Lokas
i 

1 28 020500 Meranti 
KB.B.555985

9 KB.B.6701300 KB.B.6792858 
01 

30 Nov 
2018 

K18 
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16 Sep 2019 20 May 2020 18 Jun 2020 

2 53 020507 Meranti 

KB.B.586049
8 KB.B.6677965 KB.B.6792858 01 

30 Nov 
2018 

K18 

20 Nov 2019 14 May 2020 18 Jun 2020 

3 106 020516.02 Meranti 

KB.B.554375
5 KB.B.6682609 KB.B.6792858 01 

13 May 
2019 

K18 

16 Sep 2019 20 May 2020 18 Jun 2020 

4 149 020524 Meranti 

KB.B.576468
3 KB.B.6677965 KB.B.6792858 01 

30 Nov 
2018 

K18 

31 Oct 2019 14 May 2020 18 Jun 2020 

5 168 020530 Meranti 

KB.B.587058
1 KB.B.6677965 KB.B.6792858 01 

30 Nov 
2018 

K18 

22 Nov 2019 14 May 2020 18 Jun 2020 

6 177 020532 Meranti 

KB.B.576428
5 KB.B.6677965 KB.B.6792858 02 

24 Sep 
2018 

K18 

31 Oct 2019 14 May 2020 18 Jun 2020 

7 778 020671 Meranti 

KB.B.576459
1 KB.B.6701260 KB.B.6792858 02 

24 Sep 
2018 

K18 

31 Oct 2019 20 May 2020 18 Jun 2020 

8 157 020527 Meranti 

KB.B.576433
0 KB.B.6676492 KB.B.6792858 02 

24 Sep 
2018 

K18 

31 Oct 2019 14 May 2020 18 Jun 2020 

9 174 020531 Meranti 

KB.B.587594
7 KB.B.6677965 KB.B.6792858 01 

30 Nov 
2018 

K18 

23 Nov 2019 14 May 2020 18 Jun 2020 

10 201 020539.02 Meranti 

KB.B.554388
0 KB.B.6690354 KB.B.6792858 01 

30 Nov 
2018 

K18 

16 Sep 2019 17 May 2020 18 Jun 2020 

11 1220 020780 Meranti 

KB.B.576446
9 KB.B.6677974 KB.B.6792858 02 

24 Sep 
2018 

K18 

31 Oct 2019 14 May 2020 18 Jun 2020  
 

d. Verifier 3.2.1 : Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi 

(DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Sesuai hasil veirifier 3.1.1.a, bahwa PT KWS selama periode audit penilikan ke-3 (Oktober 

2024 s/d April 2026) tidak melakukan kegiatan produksi karena tidak menerbitkan RKTPH 

pada tahun 2024 dan 2025, sedang RKTPH  tahun 2026 yang baru terbit tanggal 20 Mei 2026 

juga belum ada penebangan. 

 

Sehingga untuk verifier 3.2.1.masih me-review data PNBP PT KWS yang sudah dilakukan 

verifikasi pada audit penilikan ke-2 tahun 2024, dengan uraian hasil audit sebagai berikut : 

1. Terdapat Data Kode Billing terakhir dilakukan pada penerbitan RKT Tahun 2021 dan 
selama periode audit terakhir (Oktober 2021 s/d Maret 2023) telah diterbitkan billing 
PSDH dan DR sebagai berikut.: 
a. Total tagihan PSDH sebesar : IDR Rp. 369.773.700; 
b. Total tagihan DR sebesar : US$ 75.340,87 

2. Selanjutnya atas tagihan/ billing DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Karya 
Wijaya Sukses telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan 
melalui SIPNBP. 

3. Hasil pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Karya Wijaya Sukses, diketahui bahwa 

seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai 

pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP 

 

e. Verifier 3.3.1. : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: 
PBPH PT Karya Wijaya Sukses yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) 
dengan Nomor 050.SPHL.017 berlaku sampai dengan 8 November 2027 dan Perjanjian Sub 
Lisensi Penggunaan Tanda Sistem Verifikasi Legalitaas dan Kelestarian (SVLK) No. 37/SL-
SVLK/017/KWS/6.2023 antara LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan PT Karya Wijaya 
Sukses. 

Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode yang menempel pada 
log kayu dan pada dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan masih bergambar Logo V-Legal 
karena dicetak pada barcode tahun 2021. 

4. PRINSIP 4 

 

: Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

a. Verifier 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 
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Uraian singkat 

justifikasi 

: PT KWS memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan 
oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat 
melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. 

Dokumen AMDAL PT Karya Wijaya Sukses terdiri atas Buku Analisis Dampak Lingkungan 
(ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Buku Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL).  

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan 

Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT 

Karya Wijaya Sukses untuk luas areal ± 20.500 Ha yang berlokasi di Kecamatan Long 

Pahangai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan dari Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 

01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. 

Penyusunan Dokumen AMDAL PT Karya Wijaya Sukses dilaksanakan berdasarkan Surat 

Rekomendasi IUPHHK dari Bupati Kutai Barat pada luasan 20.500 Ha berdasarkan SK Nomor: 

522.21/708/Proda.I/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001; dan selama periode audit (Oktober 2024 s/d 

April 2026) PT KWS tidak ada perubahan atau revisi AMDAL  

 

b. Verifier 4.1.2. a. : Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: PT KWS memiliki Dokumen RKL dan RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah 
disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai 
Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001 

Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Karya Wijaya Sukses untuk areal ± 20.500 Ha 
yang berlokasi di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dan 
telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL 
Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 
2001. 

Dokumen telah disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang 
telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten 
Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001, dan selama 
periode audit (Okotber 2024 s/d April 2026) tidak ada perubahan atau revisi dokumen 
RKL/KPL. 

c. Verifier 4.1.2.b : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, 

biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Selama periode audit P3 (Oktober 2024 s/d April 2026) PT KWS telah membuat Laporan 

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PBPH PT KWS untuk Semester II 

Tahun 2024, Semester I Tahun 2025 dan Semester II Tahun 2025, yang dibuat oleh Dirut PT 

KWS (Setyo Puji Nugroho) 

 

Terdapat dokumen “Tanda Terima” dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Mahakam Ulu atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PBPH 

PT KWS untuk Semester II Tahun 2024, Semester I Tahun 2025 dan Semester II Tahun 2025 

yang disampaikan perusahaan.  

Terdapat matriks pengelolaam dan pemantauan lingkungan pada  Laporan yang 

disampaikan.oleh PT KWS. 

 

5. PRINSIP 5 

 

: Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

a. Verifier 5.1.1.a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Selama periode audit (Oktober 2024 s/d April 2026) diketahui PT KWS memiliki dokumen 

pedoman/procedure K3, yang meliputi : 
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1. SOP Alat Pelindung Diri No. LOG-07/P-01-01, Revisi 1 pada tanggal 20 Januari2026; 

2. SOP Investigasi Penyebab Kebakaran No. LOG-07/P-04-01, Revisi 1 tanggal 20 Januari 

2026; 

3. SOP Penyelamatan dan Evakuasi No. LOG-07/P-07-01, Revisi 1 tanggal 20 Januari 2026; 

4. SOP Kondisi Emergency No. LOG-07/08-01, LOG-07/P-04-01, Revisi 1 tanggal 20 

Januari 2026; 

5. SOP Alat Pemadan Api Ringan No.LOG-07/P-02-01, LOG-07/P-04-01, Revisi 1 tanggal 

20 Januari 2026 

6. SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan & Gawat Darurat No. LOG-07/P-11-01, 

LOG-07/P-04-01, Revisi 1 tanggal 20 Januari 2026 

 

PT KWS memiliki Organisasi dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 

sesuai dokumen sebagai berikut : 

1. Terdapat Stuktur Organisasi K3 PT KWS sesuai SK Direksi No. 007.001/KWS-
SDM/I/2026, dibuat di Jakarta tanggal 07 Januari 2026, dengan susunan pengurus 
sebagai berikut : 

a. Ketua    : Muhammad Bashori 

b. Wakil Ketua   : Muhammad Syarif 

c. Sekretaris    : Alvin Hendrawan 

d. Penanggungjawab K3  : Mardani 

e. Penanggungjawab Bidang Safety : Rizky Nugraha 

f. Penanggungjawab Bidang Inspeksi          : Tulus RZ 

g. Penanggungjawab Bidang Peralatan : Kasenan. 
 

2. Terdapat SK Direksi PT KWS tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab K3 No. 

007.001/KWS-SDM/I/2026 tanggal 07 Januari 2026, kepada Sdr Mardani 

 

b. Verifier  5.1.1.b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: PT KWS telah memiliki peralatan K3 sesuai dengan dokumen Daftar Perlatan K3 PT KWS 

Tahun 2026 yang dibuat di Base Camp Long Toyuq, 13 April 2026 oleh Alvin Hendrawan dan 

diperiksa oleh Muhammad Bashori  

Hasil Observasi peralatan K3 di lapangan sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik, 
diantaranya: 

1) Tersedia APD berupa Helm, Sepatu Safety, Rompi dan lain-lain. Hasil pengamatan 
lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat 
bekerja walaupun tidak seluruhnya digunakan dengan baik. 

2) Kotak P3K tersedia di 2 (dua) lokasi dengan peralatan P3K yang memadai, yaitu di Kantor 
Long Bagun KM 0 dan di Kantor Long Toyuq di KM 24   

3) Terdapat Pemasangan Banner Himbauan “AREA WAJIB MEMAKAI APD” dan 
“UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA” di lokasi kerja, Kantor Long 
Bagus dan Kantor/ Base Camp Long Toyuq, serta pengibaran bendera K3 pada halaman 
Kantor.  

c. Verifier 5.1.2 : Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Selama periode audit P3 (Oktober 2024 s/d April 2026) terdapat Laporan Kecelakaan Kerja 
per bulan Tahun 2025 dan Tahun 2026, dimana pada Laporan tersebut adalah NIHIL, karena 
selama 3 (tiga) tahun terakhir PT KWS tidak ada kegiatan produksi/penebangan kayu hutan di 
lapangan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris P2K3, diketahui bahwa terdapat upaya untuk 
menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain: 

- Penggunaan APD saat bekerja. 
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- Menyiapkan Kotak P3K dan obat-obatan untuk tindakan emergency saat ada kecelakaan 
kerja. 

- Pada prinsipnya sebelum bekerja diberikan pengarahaan tentang Keselamatan Kerja K3 

- Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3. 

- Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar dan alat 
berat. 

- Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama. 

- Briefing dan sosialisasi K3 kepada pekerja sebelum turun lapangan. 

- Mengikutsertakan karyawan pada program BPJS. 
 

d. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Selama periode audit (Oktober 2024 s/d April 2026) PT KWS tidak memiliki organisasi Serikat 

Pekerja, namun berdasarkan wawancara dengan karyawan diketahui bahwa memahami 

terkait Surat Pernyataan Pimpinan PT KWS tentang Kebebasan Pekerja Berserikat No. 

010/DIR.KWS/JKT/I/2026, yang dipasang di dinding Kantor PT KWS Long Bagun dan Base 

camp Long Toyuq 

 

e. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: PT KWS telah memiliki PP yang mengatur hak-hak pekerja yang sudah habis masa berlakunya 

(18 April 2023 s/d 18 April 2025) sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kutai Barat No. 500.15.12.1/821/DTKT-PHI/IV/2023 tanggal 18 April 2023. 

    

Namun PT KWS telah menyampaikan Surat Permohonan Pengesahan PP PT KWS untuk 

Periode Tahun 2026-2028  kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur, sesuai Bukti Tanda Terima tertanggal 20 Mei 2026 dengan dilampirkan 

dokumen PP PT KWS. 

 

f. Verifier 5.2.3 : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: PT KWS memiliki dokumen daftar pekerja periode bulan April 2026 dan hasil verifikasi 

diketahui bahwa jumlah pekerja sebanyak 17 orang dan pekerja termuda bernama Sdr. Alvin 

Hendrawan, lahir tanggal 10/08/1998 dan masuk kerja tanggal 01 Maret 2024 (umur 26 tahun) 

sebagai Kepala Urusan  Persemaian PT KWS 
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5. KESIMPULAN

Berdasarkan nilai verifier yang diberikan pada Standar Penilaian Kinerja PHL dan Standar VLHH Kayu,

diperoleh hasil audit penilikan ke-3 (ketiga) sebaga berikut :

a) Total Nilai Kinerja PHL = 50,79 % atau berprerlikat BURUK; dan

b) MEIvIENUHI Standar VLHH Kayu

6. PENGAMBILANKEPUTUSAN

Tanggal :BJuni2026
Pengambilan Keputusan :

a) PT Karya Wijaya Sukses dinyatakan TIDAK L;LUS Penilaian Kinerja PHL pada kegiatan audit penilikan

ke-3 (ketiga).

b) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari iS-P*L) PT Karya Wijaya Sukses, nomor 050.SPH1,017

DIBEKUKAN, terhitunE tanggal B Juni 2t]26 s.ampai dengan 7 September 2026.

c) Jika PT Karya Wijaya Sukses tidak dapat nelakukan tindakan perbaikan selama masa pembekuan

secara memadai (berdampak kepada total nriai kinerja dapat mencapai > 60%), maka status kepemilikan

S-PHL PT Karya Wijaya Sukses, DICABUT

I Juni 2026

PT Trustindo Prima Karya

lr Kurnia, IPU

Direktur
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